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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang dilatarbelakangi oleh 
adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24 /PUU-VI/2008 tentang pengujian atas 
UU No.10 Tahun 2008 terhadap UUD 1945. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
menjawab pertanyaan bagaimanakah implikasi  putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 
peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan bagaimana pandangan 
Hukum Tata Negara Islam terhadapnya. 

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) 
terhadap data-data yang berkaitan dengan permasalahan, dan selanjutnya dianalisis 
dengan teknik deskriptif-analitis. Yakni menggambarkan data tentang latar belakang, 
dasar, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peluang keterwakilan 
perempuan di lembaga legislatif secara sistematis, faktual dan akurat, kemudian 
menganalisa data tersebut menggunakan teori Hukum Tata Negara Islam. Dan pola pikir 
yang digunakan adalah pola pikir deduktif.   

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  putusan Mahkamah Konstitusi No.22-
24/PUU-VI/2008 berimplikasi terhadap tiga aspek, yakni aspek yuridis, aspek politis, 
dan aspek sosiokultural. Implikasi yuridis dari adanya putusan ini adalah tejadinya 
kemandulan secara substansial pada regulasi implementasi kebijakan affirmative action 
yang terkandung dalam pasal 55 UU 10/2008, walaupun secara hukum  pasal tersebut 
masih tetap berlaku sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Sedangkan 
implikasi politisnya, hambatan yang harus dihadapi oleh kaum perempuan secara 
otomatis akan semakin besar untuk menuju lembaga legislaif. Dan kenyataan ini tentu 
juga berdampak buruk terhadap aspek sosiocultural atas perjuangan kaum perempuan 
untuk melawan budaya patriarkhi yang telah mengakar pada masyarakat. Keseluruhan 
implikasi tersebut tentu menunjukkan bahwa peluang keterwakilan perempuan di 
lembaga legislatif semakin kecil akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi.  

Hukum tata Negara Islam memandang bahwa perempuan sebagai bagian dari 
elemen masyarakat memiliki hak untuk turut serta berperan aktif di dalam lembaga 
legislatif. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa prinsip musyawarah dan amar ma’ruf 
nahiy munkar yang terkandung di dalamnya juga diserukan oleh Allah kepada kaum 
perempuan.   Oleh sebab itu, maka seyogyanya partisipasi perempuan di dalam lembaga 
tersebut harus diapresiasi dengan baik. Hal ini dilandaskan pada asas kemaslahatan bagi 
perempuan yang dipandang cukup jika keterlibatanya di dalam lembaga legislatif berada 
dalam kapasitas yang mencukupi sesuai kebutuhanya. Dan di Negara Indonesia kuota 
yang dianggap mencukup bagi keterwakilan perempuan adalan minimal 30%. 

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka disarankan kepada seluruh elemen 
masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk senantiasa memperjuangkan berbagai 
kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingannya. Disamping itu proses sosialisasi 
tentang pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga harus dilakukan 
secara berkesinambungan untuk mengikis pandangan patriarkhi yang masih sangat kuat 
mewarnai kehidupan politik Tentunya dengan diimbangi dengan peningkatan kualitas 
kaum perempuan melalui berbagai akses pendidikan politik.    
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara prinsip-prinsip 

persamaan hak dan kewajiban telah diatur secara tegas dalam UUD 1945 

pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) dan (2), dan pasal 28 I ayat (2) yang 

berbunyi : 

27 ayat (1) :“Segala warga Negara bersama kedudukanya di dalam hukum 
dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. 
28 d ayat (1) :“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama dihadapan 
hukum.” 
28 d ayat (2) :”setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan.” 
28 i ayat (2) : “ Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 
trhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”1 

Salah satu bentuk persamaan hak dan kewajiban itu adalah adanya 

porsi dan partisipasi yang berimbang antara laki-laki dan perempuan sebagai 

sesama warga negara di dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan 

keputusan dalam perumusan kebijakan publik. Untuk menjamin terwujudnya 

hal tersebut, pemerintah Indonesia telah meratifikasi  beberapa konvensi 

internasional menjadi Undang-Undang, diantaranya: UU No. 68 Th.1958 ( 

                                                 
1 UUD 1945 
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ratifikasi konvensi PBB tentang hak politik perempuan), UU No.7 Th.1984 ( 

ratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi 

terhadap wanita)2, UU No.29 Th.1999 ( ratifikasi konvensi penghapusan 

diskriminasi rasial), UU No.12 Th.2005 ( ratifikasi kovenan internasional 

tentang hak-hak sipil dan politik), dan  UU No.11 Th.2005 (ratifikasi 

konvensi internasional hak ekonomi sosial dan budaya).  

 Kebijakan Affirmative Action adalah implementasi dari ketentuan 

yang diamanatkan oleh konvensi internasional tersebut. Kebijakan ini 

dimaksudkan untuk membuka peluang dan kesempatan kepada perempuan 

agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik secara adil dan 

seimbang. Selama beberapa waktu sejak ditetapakan, kebijakan affirmative 

action dianggap cukup mampu untuk membantu memperjuangkan hak politik 

perempuan. Kebijakan ini lantas diterapkan pada beberapa regulasi 

perundang-undangan, termasuk juga Undang-Undang No. 10 Th. 2008 

tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

 Namun belakangan muncul bermacam spekulasi berkaitan dengan 

masa depan penerapan kebijakan ini. Sebab utamanya adalah adanya hasil 

putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review atas pasal 

214 UU No. 10 Th.2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 

DPRD terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah 

                                                 
2 Tapi Omas Ihromi, et.al , Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, h.292 
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sistem pemilu legislatif dari sistem proposional terbuka menjadi sistem 

distrik dengan membatalkan penetapan anggota DPR dan DPRD melalui 

nomor urut menjadi suara terbanyak.3 Sehingga sedikit banyak hal ini akan 

berpengaruh bahkan mematahkan kebijakan Affirmative Action yang 

berimbas pada keterwakilan perempuan dilembaga legislatif.  

Tentang sejauh mana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini dan 

bagaimana masa depan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 

nampaknya akan sangat menarik untuk di bahas. Karena hal ini merupakan 

salah satu penentu terciptanya kesetaraan hak dan kewajiban di dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Dalam Islam prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan juga sangat jelas tergambar dalam beberapa ayat al-Qur’an, 

diantaranya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 : 

κš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $̄ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø) n=yz  ÏiΒ 9 x. sŒ 4 s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_uρ $\/θ ãèä© Ÿ≅Í←!$t7 s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tGÏ9 4 
¨βÎ) ö/ä3tΒt ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39 s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛÎ= tã × Î7yz ∩⊇⊂∪   

  
  

 
Artinya: 

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

                                                 
3 Hermanto, Masa Depan Caleg Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, 

http//:www.suarapembaruan.com  
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paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.4 

 Ayat ini menjelaskan bahwa ukuran kemuliaan seorang manusia disisi 

Tuhan adalah kualitas takwanya. Tidak ada pembedaan ras, etnik, dan jenis 

kelamin untuk memperoleh derajat tertinggi tersebut.5 Ayat ini ditafsirkan 

sebagai ayat yang merepresentasikan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan, dan dari ayat inilah tercermin bahwa pada dasarnya Islam 

menjamin persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan 

sebagai sesama makhluk hidup. 

Namun hingga saat ini pandangan mengenai eksistensi perempuan di 

dunia politik masih menjadi sesuatu yang sering diperdebatkan, terlebih lagi 

pada masalah-masalah khusus seperti kepemimpinan perempuan menjadi 

kepala negara, hingga keikutsertaan perempuan di dalam merumuskan 

kebijakan publik. Oleh karena hal tersebut penulis berpandangan bahwa 

implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keterwakilan perempuan di 

lembaga legislatif ini perlu untuk  dianalisis dengan menggunakan Hukum 

Tata Negara Islam. Agar diperoleh pemahaman tentang bagaiman sebenarnya 

HukumTata Negara Islam mengatur hal tersebut.  Sehingga peristiwa faktual 

ini tidak berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan, dan kaum 

perempuan dapat berperan aktif turut serta membangun bangsa tanpa harus 

                                                 
4 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.847 
5 Siti Musdah Mulia & Anik Farida, Perempuan dan Politik, h.45 
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menghawatirkan segala stereotype dan kesalahan persepsi tentang diri 

mereka.        

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji 

melalui penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah konstitusi No.22-24/PUU-

VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 

tentang pemilihan umum anggota DPR,DPD, dan DPRD terhadap 

peluang keterwakilan perempuan dilembaga legislatif ?  

2. Bagaimana Hukum Tata Negara Islam memandang keterwakilan 

perempuan di lembaga legislatif ? 

C. Kajian Pustaka 

Wacana tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi atas 

pengujian Undang-undang nomor 10 tahun 2008 mengenai pemilihan umum 

anggota DPR,DPD, dan DPRD terhadap peluang keterwakilan perempuan di 

lembaga legislatif merupakan wacana yang baru muncul seiring dengan akan 

dilangsungkanya  pemilu legislatif  2009. Oleh karena itu secara spesifik 

belum ada yang mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul 

skripsi. 
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Secara umum memang cukup banyak tulisan yang mengangkat topik 

perempuan, baik berupa buku literatur, maupun skripsi. Namun hal tersebut 

tidak akan mengurangi daya tarik dan kekayaan bahasan di dalamnya. Karena 

betatapapun banyaknya ulasan-ulasan tentang perempuan, probematika yang 

dihadapi oleh kaum perempuan juga terus berkembang seiring dengan 

kompleksitas permasalahan bangsa. 

Eksistensi perempuan di dunia politik merupakan salah satu hal 

menarik tentang perempuan yang selalu diperbincangkan dari waktu ke 

waktu. Hingga saat ini terhitung ada tiga orang yang mengagkat hal tersebut 

dalam skripsi mereka, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Laily 

Rohmah dengan judul “Peranan Perempuan Dalam Politik Menurut 

Pandangan Islam”, skripsi yang ditulis oleh Hilyatin dengan judul ”Peran 

Politik Perempuan dalam Al-Qur’an, Perbandingan Penafsiran Hamka dan 

Quraysh Syihab” dan skripsi yang ditulis oleh Fuaidah dengan judul 

“Dinamika Perempuan Dalam Politik di Indonesia Era Reformasi Perspektif 

Fiqh Siyasah”.  

Keseluruhan skripsi tersebut pada umumnya berangkat dari topik 

yang sama, yakni tentang perempuan dan politk. Namun jika ditelaah lebih 

lanjut keseluruhanya dihadapkan pada hal yang berbeda-beda. Skripsi milik 

Nur Laily Rohmah berbicara tentang perempuan dan poltik dalam scope yang 

masih umum. Ia memaparkan pandangan-pandangan Islam yang bersifat 
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global tentang peranan perempuan dalam politik. Dalam skripsinya tersebut 

ia menyimpulkan bahwa Islam memperbolehkan perempuan untuk 

menggunakan hak-hak politiknya jika memang mampu dan mempunyai 

potensi. Dengan syarat tidak berbenturan dengan kemaslahatan umat dan 

keluarga. Atau lebih jelasnya ia mengklasifikasikan hak politik perempuan 

kedalam “wa>jib kifa>yah”.  

Skripsi yang kedua milik Hilyatin lebih berbicara mengenai 

penafsiran dua muffasir Indonesia tentang ayat-huruf al-Qur’an yang terkait 

dengan peran politik perempuan. Skripsi ini lebih terkonsentrasi untuk 

membahas penafsiran karena berhubungan dengan jurusan yang diambil oleh 

si penulis, yakni tafsir hadis pada fakultas ushuluddin. Namun terlepas dari 

hal tersebut skripsi ini tetap memberikan kontribusi terkait masalah 

perempuan. Meskipun pada dasarnya masih bersifat global. 

Sedangkan skipsi ketiga dengan judul “Dinamika Perempuan Dalam 

Politik di Indonesia Era Reformasi Perspektif Fiqh Siyasah” yang ditulis oleh 

Fuaidah memaparkan tentang kiprah perempuan dalam politik di Indonesia 

pada era reformasi. Skripsi ini menjawab tentang bagaimana perkembangan 

kiprah perempuan dalam politik di Indonesia, faktor apa yang menyebabkan 

minimnya keterwakilan perempuan dalam politik pada era reformasi, dan 

bagaimana fiqh siyasah memandang kiprah perempuan dalam politik. 

Temuan dari skripsi ini adalah, bahwa meskipun era reformasi merupakan era 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

8

 

perubahan dari segala ketidaksesuaian ternyata tidak banyak membawa 

perubahan yang berarti bagi pemberdayaan perempuan. Dan tingkat 

representasi perempuan dalam kancah perpolitikan juga masih terhitung 

minim oleh karena budaya-sosial (patriarkhi) yang telah mengakar. 

Menurut pandangan penulis, skripsi ketiga inilah yang paling dekat 

dengan topik yang akan penulis angkat dalam penelitian. Skripsi tersebut 

sama-sama berbicara tentang peran politik perempuan dalam konteks 

keindonesiaan. Namun skripsi yang ditulis oleh Fuaidah ini hanya terfokus 

pada masa reformasi, dan tinjauanya merupakan tinjauan fiqh siyasah dengan 

menggunakan konsep pemikiran al-Maududi dan al-Zuhaily. Sedangkan 

penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini merupakan kajian 

tentang eksistensi politik perempuan yang difokuskan pada peluang dan porsi 

keterwakilanya di lembaga legislatif pasca perkara No. 22-24/PUU-VI/2008 

tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD diputus oleh 

Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian akan dianalisis dengan perspektif 

Hukum Tata Negara Islam. Oleh sebab itu meskipun sama-sama berbicara 

tentang eksistensi politik perempuan, namun obyek studinya tetap berbeda 

karena dilatarbelakangi oleh keadaan dan waktu yang berbeda sehingga 

temuanya pun juga akan berbeda.  

Dengan demikian penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali 

ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan tentang perjalanan 
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panjang kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak politiknya, 

terutama setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membawa 

implikasi bagi masa depan kaum perempuan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-

24/PUU-VI/2008 tentang pemilihan umum anggota DPR,DPD dan 

DPRD terhadap peluang keterwakilan perempuan di lembaga 

legislatif. 

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, minimal 

untuk dua aspek yaitu : 

1. Aspek teoritis :Sebagai kontribusi dalam khazanah keilmuan 

khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang 

berkaitan dengan kebijakan tentang perempuan. 
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2. Aspek praktis :Sebagai wacana dan bahan pertimbangan bagi 

masyarakat, khususnya kaum perempuan dalam 

menyikapi berbagai perkembangan kebijakan yang 

memberi pengaruh bagi kelangsungan masa depannya  

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman terhadap istilah-

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut kami paparkan 

penegasan dari istilah-istilah tersebut : 

1. Peluang   :Kesempatan.6 

2. Keterwakilan  :Hal atau keadaan terwakili.7 

3. Lembaga Legislatif :Lembaga yang membuat Undang-Undang. 

Para anggotanya dianggap mewakili rakyat, 

maka dari itu badan ini sering dinamakan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 8 

4. Mahkamah Konstitusi :Lembaga Negara yang memiliki hak untuk 

melakukan pengujian Undang-Undang dan 

Undang Undang Dasar (judicial Review), 

memutus sengketa kewenangan antar lembaga 

                                                 
6 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.864 
7 ibid, h.1267 
8 Miriam Budiharjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, h. 173 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

11

 

negara, memutus pembubaran partai politik, 

dan memutus  sengketa hasil pemilu.9 Dalam 

konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi 

dikonstruksikan : pertama, sebagai pengawal 

konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan 

konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. 

Kedua, mendorong dan menjamin agar 

konstitusi dihormati dan dilaksanakan secara 

konsisten dan bertanggungjawab. Ketiga, 

berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi 

selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan 

kehidupan berbangsa dan bernegara.10   

5. Hukum Tata Negara Islam :Hukum yang mengatur kepentingan Negara 

dan mengorganisir urusan umat yang sejalan 

dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat Islam 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Atau 

biasa disebut dengan Siyasah Syar’iyah atau 

Fiqh Siyasah.11  

 

                                                 
9 Mahfud MD,Moh, Perdebatan HukumTata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, h.115-116 
10 Tutik, Titik Triwulan, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, h.163-164 
11 Pulungan, J. Suyuthi, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, h.26 
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G. Metode Penelitian 

1. Data Yang Dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan meliputi : 

a. Data tentang putusan Mahkamah Konstitusi. 

b. Data tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan regulasi 

kuota perempuan 

c. Data tentang pandangan hukum Tata Negara Islam mengenai 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.    

2. Sumber Data 

Karena penelitian ini merupakan penalitian kepustakaan dan 

tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan hanya 

data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dapat dikelompokkan 

menjadi :  

a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: 

1) Al-Qur’an dan Al-Hadis 

2) Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 atas 

pengujian terhadap Undang-Undang nomor 10 tahum 2008 

tentang memilihan umum anggota DPR,DPD, dan DPRD. 

3) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum 

anggota DPR,DPD, dan DPRD.  
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini berupa buku-buku 

literatur hukum, artikel, opini, ulasan-ulasan hukum, dan tulisan-

tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan tentang 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.  

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. 12 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode: 

a. Reading, yaitu membaca dan mempelajari litertur-literatur yang 

berkenaan dengan tema penelitian. Membaca merupakan bagian 

penting dalam studi kepustakaan, membaca dilakukan untuk 

menambah pengetahuan umum penulis, memperoleh ide-ide, 

keterangan-keterangan, dan berbagai hal yang berguna untuk 

memecahkan masalah di dalam penelitian. Selain itu membaca juga 

dilakukan untuk menghindarkan duplikasi dengan melihat apakah 

masalah penelitian sudah pernah diuji atau belum. Dalam penelitian 

ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca dokumen 

salinan putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang nomor 10 

Th.2008, Peraturan KPU terkait tata cara pencalonan anggota DPR, 

                                                 
12 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h.31 
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DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, dan berbagai 

literatur yang relevan dengan tema penelitian.  

b. Writing, yaitu melakukan pencatatan data yang berkaitan dengan 

penelitian. Karena daya ingat seseorang selalu dibatasi dengan 

dimensi waktu, maka sesuatu yang penting dalam bacaan perlu 

dicatat. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pencatatan 

atas data-data yang diperoleh dari bacaan berkaitan dengan tema 

penelitian dengan cara melakukan pengutipan, baik pengutipan secara 

langsung maupun tidak langsung.13  

4. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

a. Editing, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, 

kejelasan makna, kesesuaian dan korelasi antara satu dengan lainya. 

b. Organizing, yaitu pengaturan data yang telah diperiksa dengan 

sedemikian rupa sehingga tersusun bahan-bahan atau data-data terkait 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 

c. Analizing, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil 

sehingga diperoleh deskripsi terkait dengan pokok permasalahan yang 

akan dibahas. 

                                                 
13 Nazir, Moh, Metode Penelitian,123-124 
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5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan 

dan menguraikan data tentang latar belakang, dasar, dan implikasi  

putusan Mahkamah Konstitusi  terhadap peluang keterwakilan 

perempuan di lembaga legislatif secara sistematis, faktual dan akurat. 

Kemudian menganalisa data tersebut menggunakan teori Hukum Tata 

Negara Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan. 

Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan 

adalah pola pikir deduktif, yakni menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau 

postulat yang bersifat umum untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih 

khusus.14 Dalam skripsi ini teori Hukum Tata Negara Islam yang bersifat 

umum digunakan untuk menganalisa permasalahan terkait implikasi 

putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peluang keterwakilan perempuan 

di lembaga legislatif. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang bersifat 

khusus.   

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

Bab I :  Pendahuluan. 

Pada bab ini berisi rumusan pola dasar peneltian yang 

memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

                                                 
14 Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h.249 
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kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II  : Merupakan kerangka konsepsional yang menjelaskan 

tentang perempuan dalam perspektif Hukum Tata 

Negara Islam. Dalam bab ini dijelaskan tentang peran 

perempuan, hak politik perempuan, dan keterlibatan 

perempuan di dalam perumusan kebijakan publik. 

Bab III : Merupakan deskripsi data yang berkenaan dengan 

variable yang diteliti yakni tentang putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 dan implikasinya 

terhadap regulasi kuota perempuan. 

Bab IV : Merupakan analisis tentang implikasi putusan Mahkamah 

Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 terhadap peluang 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dalam 

perspektif Hukum Tata Negara Islam. 

Bab V  : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB   II 

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA  

LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA 

ISLAM 

A. Peran Perempuan 

1. Sektor domestik 

    Penciptaan laki-laki dan perempuan di muka bumi ini 

merupakan sunnatullah. Ada hikmah dan tujuan besar di dalamnya. Allah 

menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis yang berbeda 

dengan maksud agar laki-laki dan perempuan dapat saling bekerjasama 

untuk mencapai kehidupan yang baik, sesuai dengan firman Allah SWT 

surat az-Zukhuf ayat 32 : 

öóΟ èδr& tβθ ßϑÅ¡ ø) tƒ |M uΗ÷q u‘ y7În/ u‘ 4 ß øt wΥ $oΨ ôϑ|¡ s% Νæη uΖ÷ t/ öΝåκtJt±ŠÏè ¨Β ’Îû Íο 4θuŠysø9 $# 

$u‹ ÷Ρ‘‰9$# 4 $uΖ ÷è sùu‘ uρ öΝåκ|Õ÷è t/ s− öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈y_u‘ yŠ x‹Ï‚−Gu‹ Ïj9 ΝåκÝÕ÷è t/ $VÒ÷è t/ 

$wƒÌ÷‚ß™ 3 àMuΗ ÷q u‘ uρ y7 În/ u‘ ×ö yz $£ϑÏiΒ tβθ ãè yϑøgs† ∩⊂⊄∪   
Artinya : 

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian 
yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan.15 

                                                 
15 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Quran dan Terjemahnya, h.789 
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  Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah adanya 

pembagian tugas di dalam kehidupan keluarga. Allah telah mengatur 

dengan sedemikian rupa tugas-tugas dan kewajiban tersebut sehingga 

tujuan kehidupan yang baik dapat dicapai. Dalam surat an-Nisa’ ayat 34 

Allah menetapkan bahwa kepemimpinan keluarga ada di tangan suami. 

Dan itu berarti suami memikul tanggung jawab terhadap pengaturan 

urusan-urusan keluarga serta pengelolaannya secara keseluruhan.16 Bunyi 

surat an-Nisa’ ayat 34 adalah : 

ãΑ%y` Ìh9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’n?tã Ï !$|¡ÏiΨ9 $# $yϑÎ/ Ÿ≅Ò sù ª!$# óΟ ßγŸÒ ÷è t/ 4’n?tã <Ù ÷è t/ !$yϑÎ/ uρ 

(#θà) xΡr& ô ÏΒ öΝ ÎγÏ9≡ uθ øΒr& 4 àM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $$sù ìM≈ tGÏΖ≈ s% ×M≈sà Ï≈ ym É= ø‹ tó ù= Ïj9 $yϑÎ/ xáÏym ª!$# 4 
 ÉL≈©9 $#uρ tβθ èù$sƒ rB  ∅ èδy—θ à±èΣ  ∅ èδθ ÝàÏè sù £ èδρ ã àf÷δ$#uρ ’Îû Æì Å_$ŸÒ yϑ ø9$# 

£ èδθ ç/ ÎôÑ$#uρ ( ÷βÎ* sù öΝà6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξsù (#θäó ö7 s? £ Íκö n= tã ¸ξ‹ Î6y™ 3 ¨βÎ) ©!$# šχ%x. $wŠÎ= tã 

# Z Î6Ÿ2 ∩⊂⊆∪  

 

 

Artinya : 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah 
Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 
lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian 
dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat 
kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena 
Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

                                                 
16 Muslikhati, Siti, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam, h. 126. 
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nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 
tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 
Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 17 

  Sedangkan bagi istri ada tanggung jawab untuk mengurus 

rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya.18 Ia berperan penting dalam 

kehidupan rumah tangga atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

suami selaku kepala rumah tangga. Disamping itu ia juga berperan 

penting dalam upaya pembentukan karakter dan mendidik anak-anaknya 

sehingga terbentuk insan-insan mulia berakhlaqul karimah yang siap 

untuk menjalani kehidupan.19 Oleh karena demikian besar peranan 

seorang istri di dalam keluarga, Allah SWT berfirman dalam surat ar-

Rum ayat 21 dengan menggambarkan seorang istri sebagai sumber 

ketentraman bagi keluarganya: 

ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈tƒ# u ÷βr& t, n= y{ /ä3 s9 ôÏiΒ öΝ ä3Å¡ àΡr& %[`≡uρø—r& (# þθãΖä3ó¡ tFÏj9 $ yγøŠs9Î) 

Ÿ≅yè y_uρ Ν à6uΖ÷t/ Zο ¨Šuθ¨Β ºπ yϑ ômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 

tβρ ã©3 xtG tƒ ∩⊄⊇∪   

Artinya : 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

                                                 
17 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Quran dan Terjemahnya, h.123 
18 Abu Syuqqah, Abdul Halim, Kebebasan Wanita, h.423  
19 Buchorie, Siti Rogayah, Wanita Islam: Sejarah, Perjuangan, Kedudukannya, dan Peranannya, 

h. 130-131 
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dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.20 

  Segala bentuk peranan perempuan di dalam keluarga secara 

umum disebut sebagai peran domestik. Oleh karena banyaknya aktivitas 

yang dijalani perempuan di dalam kehidupan keluarga, maka merupakan 

hal yang wajar jika disebut bahwa peran utama perempuan adalah di 

sektor domestik. Sebabnya ialah Allah SWT menciptakan kemampuan 

reproduksi yang merupakan penentu keberlangsungan jenis manusia pada 

perempuan.21 Dan dari kenyataan tersebut segala aktifitas perempuan di 

sektor domestik berawal, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, 

hingga merawat dan membesarkan anak-anaknya. 

  Peran perempuan di sektor domestik merupakan hal yang 

mulia. Meskipun terlihat mudah, namun pada hakikatnya ini merupakan 

tugas yang berat, karena besarnya tanggung jawab dan konsekwensi yang 

harus ditanggung. Selain itu peran perempuan di sektor ini memiliki andil 

yang besar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan generasi 

yang berkualitas, karena pada hakikatnya keluarga merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari masyarakat. 

 

 

                                                 
20 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 644 
21 Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam, h. 127. 
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2. Sektor publik 

  Perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

masyarakat. Dalam realitas mata rantai kehidupan, tidak dapat dipungkiri 

bahwa peran serta perempuan mengambil porsi yang cukup besar. Tidak 

hanya sebagai individu pelaku dalam kehidupan bermasyarakat, 

perempuan juga merupakan  salah satu penentu arah kemajuan 

masyarakat. 

  Karena keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat, tentu 

saja perempuan tidak dapat meninggalkan perannya dalam sektor publik. 

Allah SWT juga telah berfirman bahwa di samping peran utamanya di 

sektor domestik, perempuan juga memiliki tanggung jawab untuk 

melakukan amar ma’ru>f nahiy munkar. Dan itu berarti perempuan harus 

pula beraktifitas dalam kehidupan sosial untuk melaksanakan amar 

ma’ru>f nahiy munkar yang dimaksud. Firman Allah tentang kewajiban 

amar ma’ru>f nahiy munkar ini adalah : 

tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#uρ àM≈oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ öΝ ßγàÒ÷è t/ â !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ âß∆ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$Î/ 

tβöθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ìs3Ζ ßϑø9 $# šχθ ßϑŠ É) ãƒuρ nο 4θ n=¢Á9 $# šχθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# šχθ ãèŠÏÜ ãƒuρ 

©!$# ÿ… ã&s!θ ß™u‘ uρ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝßγçΗxq ÷ zy™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪   

Artinya: 

”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 
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mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”22 

  Implementasi dari amar ma’ru>f nahiy munkar seperti yang 

disebutkan pada ayat di atas dapat bermacam-macam. Dari hal kecil di 

lingkup keluarga hingga peran-peran besar yang berpengaruh bagi 

kehidupan dan hajat hidup orang banyak. Salah satunya dengan cara aktif 

di dalam sektor publik, misalnya sebagai guru, dosen, pengacara, hingga 

terlibat secara langsung dalam ranah politik. 

  Keterlibatan perempuan di sektor publik sebenarnya tidak 

dapat di lepaskan dari peran ganda yang dijalaninya. Karena betapapun 

sibuknya perempuan di sektor publik ia tetap harus melaksanakan 

kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu di dalam keluarganya. 

Kaitannya dengan peran ganda yang diambil oleh perempuan ini, 

sebenarnya telah diatur oleh Islam segala ketentuannya. Yakni, selama 

pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta dapat 

memelihara agamanya dan dapat pula menghilangkan dampak negatif 

pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya maka pekerjaan 

tersebut boleh untuk dijalani.23 

  Agama Islam sangat menghormati hak-hak perempuan, 

termasuk hak berkiprah di ranah publik. Hal tersebut terlihat pada 

                                                 
22 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 291. 
23 Istibyaroh, Hak-Hak Perempuan; Relasi Jender Menurut Tafsir Al Sya’rawi, h. 161. 
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beberapa pembahasan tentang kedudukan perempuan dalam Islam yang 

menyatakan bahwa perempuan memiliki seperangkat hak seperti hak 

untuk berprofesi, hak untuk melakukan berbagai kegiatan sosial 

kemasyarakatan, hingga hak untuk berpolitik.24 Selain itu jaminan 

kebolehan perempuan untuk menjalani perannya di sektor publik juga 

terlihat dari beberapa peristiwa nyata yang berlangsung pada zaman 

Rasulullah hingga masa sahabat. Misalnya, apa yang dilakukan oleh 

Ummu Athiyyah seorang wanita Anshor yang ikut berperang bersama 

Rasulullah SAW.25 Khadijah binti Khuwailid yang tercatat sebagai 

seorang pedagang sukses, Ummu Sulaim binti Malhan yang berprofesi 

perias, dan istri Abdullah ibn Mas’ud yang aktif bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya.26 

  Oleh karena itu, aktifitas perempuan di ranah publik dipandang 

sebagai suatu keniscayaan atas realitas kehidupan. Hal tersebut 

merupakan salah satu rahmat dari Allah SWT untuk memberikan 

kehidupan yang baik bagi umat manusia, melalui sinergi kaum perempuan 

dan laki-laki untuk menjalankan roda kehidupan sebagai wujud amar 

ma’ru>f nahiy munkar. 

                                                 
24 Buthi,al, Muhammad Sa’id Ramadhan, Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat Dan Islam, 

h. 51-58. 
25 Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, h. 406. 
26 Shihab, M. Quraisy, Membumikan Al Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan 

Masyarakat, h. 275-276 
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B. Hak Politik Perempuan 

1. Dasar hukum 

 Dasar hukum yang dijadikan landasan bagi kebolehan 

perempuan untuk berkiprah di dunia politik adalah: 

a. Firman Allah SWT dalam surat at-Tawbah ayat 71 yang berbunyi: 

tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#uρ àM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $#uρ öΝßγàÒ÷è t/ â !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ âß∆ ù'tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑø9 $$Î/ 

tβöθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# šχθ ßϑŠ É) ãƒuρ nο 4θ n= ¢Á9 $# šχθ è?÷σ ãƒuρ nο 4θ x. ¨“9$# 

šχθ ãèŠ ÏÜãƒuρ ©!$# ÿ… ã&s!θ ß™u‘ uρ 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγçΗ xq ÷z y™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3ym 

∩∠⊇∪   

Artinya: 

”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”27 

Ayat ini secara umum dipahami sebagai gambaran tentang adanya 

kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan di 

dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan amar ma’ru>f 

nahiy munkar. Pengertian amar ma’ru>f mencakup segala segi kebaikan 

atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat atau kritik 

                                                 
27 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 291. 
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kepada penguasa.28 amar ma’ru>f nahiy munkar ini pada dasarnya juga 

merupakan prinsip dasar yang terkandung di dalam penyelenggaraan 

kekuasaan umum atau ranah politik. Oleh karena itu berdasarkan 

kandungan ayat ini perempuan dipandang berhak untuk berkiprah di 

dunia politik sebagaimana kaum laki-laki karena Allah tidak 

membedakan seruan-Nya kepada salah satu jenis saja. 

b. Firman Allah SWT pada surat an-Naml ayat 32-33 yang berbunyi: 

ôMs9$s% $pκš‰ r' ¯≈tƒ (#àσn= yϑø9 $# ’ÎΤθ çGøù r& þ’Îû “Ì øΒr& $tΒ àMΖà2 ºπ yè ÏÛ$s% #¶ö∆ r& 4®Lym 

Èβρ ß‰uη ô±n@ ∩⊂⊄∪ (#θä9$s% ß øt wΥ (#θ ä9 'ρé& ;ο §θ è% (#θ ä9'ρ é&uρ <¨ ù' t/ 7‰ƒÏ‰x© ã øΒF{$# uρ Å7ø‹ s9 Î) 

“ÌÝàΡ$$sù #sŒ$tΒ t Ì ãΒù' s? ∩⊂⊂∪   

Artinya: 

”Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah Aku pertimbangan 
dalam urusanku (ini) Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan 
sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". 
Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan 
dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan 
Keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang 
akan kamu perintahkan".29 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perempuan mampu mengemukakan 

pendapat yang benar dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, serta 

mampu mengemban tanggung jawabnya.30 

                                                 
28 Shihab, Membumikan Al Qur’an, h. 346 
29 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 597. 
30 Ja’far, Muhammad Anis Qasim, Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan 

Persoalan Gender Dalam Islam, h. 62. 
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c. Firman Allah SWT tentang Bay’at kaum perempuan dalam surat al-

Mumtahanah ayat 12 yang berbunyi: 

$pκš‰ r'̄≈ tƒ É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) x8u !% y` àM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# y7uΖ ÷è Îƒ$t7ãƒ #’n?tã βr& ω š∅ ø. Îô³ç„ «!$$ Î/ 

$\↔ ø‹ x© Ÿω uρ z ø% Îô£tƒ Ÿω uρ t ÏΡ÷“tƒ Ÿω uρ z ù=çFø) tƒ £ èδy‰≈s9 ÷ρ r& Ÿω uρ t Ï?ù'tƒ 9≈ tFôγç6Î/ 

…çµ uΖƒÎtI ø tƒ t ÷ t/ £ Íκ‰ Ï‰÷ƒr&  ∅ ÎγÎ=ã_ö‘ r&uρ Ÿω uρ š oΨŠ ÅÁ÷è tƒ ’Îû 7∃ρ â÷ê tΒ   £ ßγ÷è Îƒ$t6sù 

ö Ï øó tGó™$#uρ £ çλm; ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî ×ΛÏm§‘ ∩⊇⊄∪   
Artinya: 

 Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang 
beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan 
menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak 
akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka 
ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan 
mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia 
mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.31 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT menyeru Rasulullah agar 

menerima bay’at kaum perempuan. Sebagaimana diketahui bay’at 

merupakan salah satu kegiatan politik umat yang dilakukan sebagai 

wujud partisipasi dan kepeduliannya terhadap situasi politik yang 

terjadi. Para pakar agama Islam menjadikan bay’at para perempuan ini 

sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan dan 

pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka.32 

                                                 
31 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.925 
32 Shihab, Membumikan Al Qur’an, h. 247. 
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d. Firman Allah SWT yang mengisahkan tentang kepemimpinan Ratu 

Bilqis dalam surat an-Naml. Dalam surat ini diceritakan tentang negara 

Saba’ yang makmur dan kaya dibawah kepemimpinan seorang Ratu 

bijaksana yang pada akhirnya beriman kepada Allah SWT. Hal ini 

menunjukkan bahwa Allah SWT tidak melarang perempuan untuk 

menjalankan pemerintahan dan berkiprah dalam dunia politik. 

Disamping itu, cerita tentang Ratu Bilqis ini juga mengindikasikan 

bahwa perempuan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.33 

e. Adanya berbagai peristiwa yang mengisahkan keterlibatan perempuan 

dalam kegiatan politik, baik pada masa Rasulullah SAW, hingga pada 

masa sahabat. Misalnya : sikap Ummu Hani yang dibenarkan oleh 

Rasulullah SAW ketika memberi jaminan keamanan kepada orang 

musyrik, sebagaimana diketahui bahwa pemberian jaminan keamanan 

merupakan salah satu aspek bidang politik dan beberapa peristiwa lain 

yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.34 

f. Adanya berbagai fakta sejarah tentang keberhasilan perempuan di 

dalam dunia politik, misalnya: kepemimpinan Ratu Saba’, Cleopatra, 

Syajarat ad Dur permaisuri al-Malik ash-Shalih al-Ayubi yang menjadi 

                                                 
33 Fudhali, Ahmad, Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik Atas Hadits-Hadits Shahih, h. 225. 
34 Shihab, perempuan, h. 347. 
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Ratu Mesir, Ratu Bilqis, Hatsybisut yang memimpin mesir lebih dari 

dua puluh tahun pada masa al-Usrah.35 

2. Wujud Hak Politik Perempuan 

   Wujud hak politik perempuan tercermin dari berbagai kegiatan 

dan partisipasi politiknya dalam sejarah perjuangan umat Islam, sebagai 

berikut : 

a. Bay’at 

  Secara etimologis bay’at berarti perjanjian, kesetiaan, jual-

beli, dan jaminan. Sedangkan menurut istilah syara’ bay’at diartikan 

sebagai perjanjian untuk setia dalam kebaikan.36 Bay’at merupakan 

janji setia terhadap sistem politik Islam atau kekhalifahan Islam, serta 

kesetiaannya kepada jama’ah kaum muslim dan kepatuhannya kepada 

pemimpin.37 Oleh karena itu bay’at dipandang sebagai sisi kegiatan 

politik yang paling menonjol yang dilakukan oleh kaum muslim. 

  Secara umum bay’at dibagi menjadi dua, yakni bay’at wajib 

‘ain (bay’ah ‘ayniyyah wajiba>h) adalah bay’at yang wajib atas setiap 

orang Islam lelaki dan perempuan, misalnya bay’at kepada akidah dan 

akhlaq sosial Islam. Sedangkan bay’at wa>jib kifa>yah (bay’ah 

                                                 
35 Ibid, h. 348-349. 
36 Ismail, Yahya, Hubungan Penguasa Dan Rakyat Dalm Perspektif Sunnah, h. 152-153. 
37 ‘Izzat, Hibah Rauf, Wanita Dan Politik Pandangan Islam, Diterjemahkan Oleh Bahruddin 

Fannani, h. 98. 
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kifa’iyyah wajiba>h) adalah bay’at yang berkaitan dengan perkara-

perkara fardhu kifa>yah, misalnya bay’at untuk melakukan jihad.38 Dua 

macam bay’at ini pernah dilakukan Rasulullah SAW terhadap kaum 

perempuan. Bay’at wajib ‘ain dilakukan oleh Rasulullah SAW 

terhadap wanita-wanita anshar, wanita-wanita yang berhijrah setelah 

perjanjian hudaibiyah dan wanita-wanita quraisy setelah penakklukan 

Makkah. Sedangkan bay’at fardhu kifa>yah dilakukan oleh Nasibah 

binti Ka’ab untuk menyatakan janji setianya pada bay’at Aqabah II 

kepada Rasulullah.39 

  Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Mumtahanah ayat 

12 tentang bay’at perempuan yang berbunyi : 

$pκš‰ r'̄≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# #sŒ Î) x8u !% y` àM≈oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# y7uΖ ÷è Îƒ$t7 ãƒ #’n? tã βr& ω š∅ ø.Îô³ç„ «!$$Î/ 

$\↔ ø‹ x© Ÿω uρ z ø% Îô£ tƒ Ÿωuρ t ÏΡ÷“ tƒ Ÿω uρ z ù=çFø) tƒ £èδy‰≈s9 ÷ρ r& Ÿω uρ t Ï?ù'tƒ 9≈ tFôγç6Î/ 

…çµ uΖƒÎtI ø tƒ t÷ t/ £ Íκ‰ Ï‰÷ƒr&  ∅ ÎγÎ=ã_ö‘ r&uρ Ÿω uρ šoΨŠ ÅÁ÷è tƒ ’Îû 7∃ρ â÷ê tΒ   £ ßγ÷è Îƒ$ t6sù 

ö Ï øó tGó™$#uρ £ çλm; ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî ×ΛÏm§‘ ∩⊇⊄∪ 

Artinya : 
”Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang 
beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan 
menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak 
akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka 
ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan 
mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia 

                                                 
38 Ibid, h. 100. 
39 Ibid, h. 102. 
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mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”40 

b. Kekuasaan Umum 

  Kekuasaan umum adalah kekuasaan yang diberikan oleh 

syari’at kepada orang yang berhak menyandangnya sehingga ia 

berwenang membuat perjanjian-perjanjian dan tindakan yang terus 

dapat diberlakukan tanpa menggantungkan diri kepada izin 

seseorang.41 

  Wujud kekuasaan umum adalah seperti kekuasaan 

kekhalifahan, kekuasaan kehakiman, badan pengawas, dan kekuasaan 

legislatif. 

  Kekuasaan umum termasuk dalam wa>jib kifa>yah, oleh karena 

itu di dalam kekuasaan ini dipersyaratkan adanya kompetensi khusus 

yang dimiliki oleh seseorang yang menerimanya. Ibnu Taimiyah 

menyatakan bahwa kompetensi tersebut berupa kekuatan dan 

amanat.42 Kekuatan diperlukan untuk dapat melakukan hukum-hukum 

Allah, sedangkan amanat diperlukan agar tercapai kemaslahatan 

dengan cara menyampaikan apa yang sudah menjadi hak bagi 

masyarakat. Salah satu contoh eksistensi perempuan dalam kekuasaan 

                                                 
40 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 925. 
41 ‘Izzat,  Wanita Dan Politik Pandangan Islam, Diterjemahkan Oleh Bahruddin Fannani, h. 104. 
42 Ibid, h. 105. 
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umum adalah diangkatnya seorang perempuan bernama Syifa’ sebagai 

pengawas pasar oleh Umar bin Khatab.43 

c. Syu>ra (musyawarah) 

  Syu>ra disyari’atkan oleh Islam sebagai suatu media untuk 

mewujudkan keadilan dan mencapai tujuan-tujuan syari’at agama. 

Syu>ra juga merupakan salah satu kelaziman fitrah dan salah satu 

lembaga untuk menciptakan stabilitas masyarakat. 

  Al Qur’an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya 

sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam. 

Firman Allah SWT tentang musyawarah dalam surat asy-Syu>ra’ ayat 

38 adalah: 

t Ï%©!$# uρ (#θç/$ yftG ó™$# öΝÍκ Íh5t Ï9 (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# öΝ èδã øΒ r& uρ 3“u‘θä© 

öΝ æηuΖ÷t/ $ £ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖø% y—u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∇∪   

Artinya : 
”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan 
sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”44 
 
  Para sahabat telah menyaksikan perilaku Rasulullah SAW 

secara langsung berkaitan dengan musyawarah yang  melibatkan 

                                                 
43 Ibid, h. 110. 
44 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30, h. 789. 
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perempuan dengan cara menampung serta menerima utusan 

perempuan yang mengemukakan berbagai masalah yang berkaitan 

dengan kaumnya. Selain itu, partisipasi musyawarah perempuan juga 

terlihat pada masa Umar bin Khatab yang kala itu mengambil 

pendapat kaum perempuan untuk menetapkan berbagai keputusan dan 

memperbaiki keputusan yang telah lalu.45 Salah satu contoh 

musyawarah yang dilakukan oleh perempuan adalah peristiwa ketika 

Ummu Salamah memberikan sumbangan saran tentang isu politik 

kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Hudaibiyah, dan pada perang 

Hunain.46 

d. Jihad 

  Jihad berasal dari kata bahasa Arab al-Jahd yang berarti 

perjuangan atau berusaha keras. Dalam al-Qur’an kata jihad diartikan 

sebagai perang suci yang digunakan untuk mengobarkan semangat 

perang guna mempertahankan diri dari agresi, dalam situasi yang 

tidak dapat dihindarkan ketika terjadi serangan musuh.47 Hukum jihad 

adalah fardhu kifa>yah yang berarti tidak diwajibkan bagi setiap 

muslim, namun kewajibannya dianggap telah terpenuhi jika telah ada 

                                                 
45 Izzat, Wanita Dan Politik Pandangan Islam, h. 119. 
46 Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, h. 515-517. 
47 I Doi, A Rahman, Penjelasan Lengkap Hulum-Hukum Allah(syari’ah), h. 549. 
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sebagian orang yang melaksanakannya.48 Pada masa Rasulullah SAW 

jihad juga dilaksanakan oleh kaum perempuan. Dan kenyataan 

tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan aktif berperan dalam 

kegiatan politik melalui jihad. 

  Salah satu perempuan muslim yang tangguh mengangkat 

senjata untuk berjihad dijalan Allah adalah Ummu Amarah. Ia adalah 

komandan prajurit wanita. Nama lengkapnya adalah Nusaibah binti 

Ka’ab bin Amru bin Auf bin Mabdzul al-Anshariyah. Ia termasuk 

deretan tokoh wanita Madinah yang bergegas masuk Islam, juga 

termasuk salah  seorang wanita yang berjalan kaki ke Makkah 

bersama wanita Anshar lainnya untuk berbay’at kepada Rasulullah. 

Ummu Amarah terlibat langsung dalam Perang Uhud bersama 

suaminya dan kedua putranya. Selain itu ia juga turut serta dalam 

Perang Hunain, hingga perang melawan musailamah al-Kadzab 

setelah Rasulullah SAW wafat.49 

  Muhammad Anis Qasim Ja’far menyatakan bahwa wujud hak 

politik perempuan dalam Islam meliputi hak untuk mengungkapkan 

pendapat melalui pemilihan dengan berbagai cara, hak untuk 

mencalonkan diri untuk dipilih menjadi anggota lembaga perwakilan, 

                                                 
48 Ibid, h. 216. 
49 Istambuli,al (et al), Wanita-Wanita Sholihah Dalam Cahaya Kenabian, Diterjemahkan Oleh 

Muh. Azhar, h. 261-265. 
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dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian 

pendapat.50 Sedangkan Farid Abdul Khaliq menyatakan hak politik 

yang dimiliki perempuan adalah sama dengan serangkaian hak politik 

yang dimiliki oleh laki-laki dalam berpartisipasi di dalam urusan-

urusan umum.51 

  Walaupun hingga saat ini masih terdapat perdebatan 

dikalangan para ulama’ tentang pembatasan hak politik perempuan 

dalam kepemimpinan negara, namun setidaknya berbagai pandangan 

dan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar argumentasi kebolehan 

perempuan untuk turut serta dalam dunia politik berangsur makin 

membuka peluang bagi perempuan, untuk berkiprah sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Disamping itu kebutuhan dan 

perkembangan keadaan sosial juga makin menunjukkan bahwa kaum 

perempuan memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan politik. 

C. Perempuan dan Kebijakan Publik 

  Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi 

orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh 

pemegang otoritas publik.52 Lembaga yang bertugas menentukan kebijakan 

                                                 
50 Ja’far, Muhammad Anis Qasim, Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan 

Persoalan Gender Dalam Islam, h. 33-34. 
51 Khaliq, Farid Abdul, Fikih Politik Islam, h. 148. 
52 http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik" diakses Jumat, 03 juli 2009 11.05 WIB 
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publik lazimnya disebut sebagai lembaga legislatif, dan di dalamnya terdiri 

dari perwakilan elemen masyarakat. Dalam Islam lembaga legislatif ini sering 

disebut dengan Ahl al-Ha>l wa al-Aqd. Walaupun tidak sepenuhnya sama, 

namun salah satu tugas dan fungsi lembaga ini menyerupai lembaga 

legislatif, yakni melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. 

  Lembaga legislatif di dalam Islam sebenarnya mengalami perubahan 

dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat. Pada masa Rasulullah sumber kekuasaan legislatif adalah Allah 

dan dijabarkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, baik perkataan, perbuatan, 

maupun pengakuannya terhadap perbuatan sahabat.53 Segala bentuk 

kebijakan yang menyangkut kemashlahatan umat pada waktu itu ditentukan 

oleh Rasulullah dengan petunjuk dari Allah SWT. Hal ini berlangsung selama 

Rasulullah SAW masih hidup hingga beliau wafat dan kepemimpinan 

digantikan oleh al Khulafa’ al Rasyidu>n. 

  Pada masa al Khulafa’ al Rasyidu>n wilayah kekuasaan Islam semakin 

meluas, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pun semakin 

kompleks oleh sebab itu para khalifah tidak hanya merujuk pada al Qur’an 

dan sunnah Nabi untuk memecahkan segala permasalahan yang dihadapi, 

namun mereka juga bertanya kepada para sahabat senior. Secara formal 

perundang-undangan dan kebijakan publik dilakukan oleh khalifah. Sehingga 

                                                 
53Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 164.  
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kewenangan legislatif pada masa itu belum terkonsentrasi dalam sebuah 

lembaga atau dewan perwakilan, tetapi berada ditangan khalifah sendiri 

dengan di bantu dengan sahabat-sahabat lainnya.54 Namun meskipun tidak 

berbentuk lembaga, pada dasarnya dalam pengambilan keputusan atau 

kebijakan para khalifah tetap melakukan musyawarah. Dan konsep 

musyawarah ini yang nantinya menjelma menjadi lembaga legislatif dengan 

format yang bermacam-macam seiring dengan perkembangan dan kebutuhan 

yang dialami oleh masyarakat Islam. Karena pada dasarnya Islam telah 

menjadikan musyawarah sebagai satu dari dasar-dasar hukum dan politik, 

namun Islam tidak membuat suatu sistem khusus dan tidak merincikan 

hukum-hukumnya.55 

  Praktik musyawarah yang dilakukan al Khulafa’ al Rasyidu>n, 

khususnya pada proses pemilihan Abu Bakar, oleh al Mawardi disebut 

sebagai cikal bakal atau bahan rujukan sebagian ulama’ tentang pembentukan 

parlemen atau yang lazim disebut Ahl al Ha>l wa al Aqd.56 Dalam sejarah 

Islam pembentukan Ahl al Ha>l wa al Aqd ini pertama kali dilakukan oleh 

pemerintah Bani Umayyah di Spanyol. Lembaga ini dibentuk karena 

mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan seiring dengan meluasnya 

wilayah Islam, dan berfungsi melakukan musyawarah dalam masalah-

                                                 
54 Ibid, h. 164-165. 
55 Khaliq, Farid Abdul, Fikih Politik Islam, h. 72. 
56 Al Mawardi, Imam, Al Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Dalam 

Syari’at Islam, Penerjemah; Fadli Bahri, h. 5. 
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masalah hukum serta membantu khalifah melaksanakan pemerintahan 

negara.57  

  Lembaga legislatif atau Ahl al Ha>l wa al Aqd ini berikutnya 

berkembang dengan bermacam bentuk sesuai dengan pemerintahan yang 

berlaku. Namun ada syarat-syarat umum bagi keanggotaan di dalamnya, al 

Mawardi menyatakan syarat-syarat tersebut adalah :58 

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya 

2. Berilmu  

3. Memiliki wawasan dan sikap bijaksana. 

 Perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat pada dasarnya 

memiliki hak untuk turut serta mewujudkan kemashlahatan melalui 

perumusan kebijakan publik di lembaga legislatif. Walaupun dimasa lalu 

keanggotaan lembaga legislatif lebih cenderung didominasi kaum laki-laki. 

Namun secara pasti tidak ada ketentuan yang mengharuskan syarat laki-laki 

sebagai anggota lembaga tersebut. Dr. Musthafa as-Siba’i berpendapat 

bahwa Islam sesungguhnya tidak pernah melarang keikutsertaan perempuan 

dalam merumuskan kebijakan publik (Undang-Undang). Sebab, pembuatan 

Undang-Undang niscaya membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas dan 

                                                 
57 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 142. 
58 Al Mawardi, Al Ahkam As-Sulthaniyah, h. 3. 
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Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan.59 

 Keikutsertaan perempuan dalam perumusan kebijakan publik 

merupakan perwujudan prinsip musyawarah. Karena sebagaimana yang telah 

diatur di dalam al-Qur’an prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip 

pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik.60 

Disamping itu, hal ini juga merupakan wujud tanggung jawab sosial 

perempuan kepada masyarakat untuk turut serta melakukan amar ma’ru>f 

nahiy munkar sebagaimana yang telah diserukan oleh Allah SWT. Amar 

ma’ru>f nahiy munkar yang dimaksud terintregasi ke dalam tugas lembaga 

legislatif yang secara umum terbagi dalam dua hal, yakni melakukan 

pengawasan terhadap pemerintah dan membuat kebijakan politik (Undang-

Undang).61 

 Salah satu urgensi keanggotaan perempuan di lembaga legislatif ini 

adalah untuk mengakomodir beberapa aspek yang berkaitan dengan 

perempuan. Karena para ulama’ menyepakati bahwa ada beberap hal dalam 

masalah perbuatan hukum (kebijakan publik) yang berkaitan dengan 

perempuan dan keluarga yang perlu ditanggapi langsung oleh perempuan.62 

                                                 
59 Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, h. 538. 
60 Shihab, Quraisy, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah 

Sunnah Dari Bias Sampai Bias Baru, h. 349. 
61 Khaliq, Fikih Politik Islam, h. 87. 
62 Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, h. 542. 
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Oleh karena itu keanggotaan perempuan di lembaga legislatif merupakan 

keniscayaan yang harus diapresiasi dengan baik. 
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BAB   III 

 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA 

TERHADAP REGULASI KUOTA PEREMPUAN 

 

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-IV/2008 

1. Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pelaku 

kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani 

permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang Undang Dasar 

1945.63  Kedudukan Mahkamah Konstitusi di bidang yudikatif adalah 

sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, sebagaimana ditegaskan 

dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi  :  

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang 
melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan, dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, pesonalia, 
administrasi, dan keuanganya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut 
hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas serta 
wewenangnya.64 

 Berdasarkan pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan, antara lain: 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat 

                                                 
63 Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, Mahkamah Konstitusi; memahami keberadaanya dalam 

system ketatanegaraan republik Indonesia, h.19 
64  Undang-Undang No. 24 Th.2003 
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final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang 

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenanganya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum, serta memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 

mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau 

Wakil Presiden (Impeachment)65 Lebih lanjut kewenangan tersebut juga 

diatur di dalam Undang-Undang No.24 Th. 2003 pasal 10 ayat (1) dan (2) 

tentang Mahkamah Konstitusi, yakni : 

a. Pasal 10 ayat (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk : 
a) Menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945  
b) Memutus sengketa kewenangan lmbaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 

c) Memutus pembubaran partai politik, dan 
d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 

b. Pasal 10 ayat (2) : Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan 
atas pendapat DPR bagwa presiden dan/ wakil presiden diduga telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela, dan/ tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ wakil 
presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.66 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan 

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar disebut juga 

                                                 
65 UUD 1945 
66 Undang Undang No.24 Th.2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 
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judicial review. Kewenagan ini berfungsi sebagai perwujudan adanya 

check and balances antara lembaga legislatif dan yudikatif.67 

Kewenangan ini juga disebut sebagai fungsi kontrol dalam suatu sistem 

hukum yang mengatur kehidupan bernegara.68 Berdasarkan kewenangan 

ini Mahkamah Konstitusi melalui putusanya dapat menyatakan bahwa 

materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan 

hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitu juga terhadap suatu 

undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan 

keberlakuanya karena tidak sesuai dengan UUD.69 

Secara teoritik maupun praktik, kewenangan judicial review 

dikenal menjadi dua macam, yakni pengujian formal (formele 

Toetsingsrecht) dan penujian materiil (Meteriele Toetsingsrecht). 

Penguian formal difokuskan untuk menilai pembuatan suatu Undang-

Undang secara prosedural, sedangkan pengujian materiil dilakukan untuk 

menilai kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi.70 Berdasarkan pasal 24 C UUD 1945 

kewenangan Mahkamah Konstitusi ini tidak dibatasi dalam hal 

                                                 
67 Mahfud MD, Moh, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen dan Konstitusi, h.73 
68 Daulay,Mahkamah Konstitusi, h.32 
69 Ibid, h.31 
70 Fathurrahman (et al), Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, h.21-22 
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melakukan pengujian secara formil maupun materiil, namun subyek yang 

akan diuji dibatasi hanya Undang-Undang.71   

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar juga masih dalam koridor untuk mewujudkan check an 

balances dalam menjalankan kekuasaan negara.72 Pada prinsipnya 

lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara kerapkali 

saling berhubungan dan melakukan kerjasama di dalam menjalankan 

fungsinya. Tidak jarang hubungan tersebut memunculkan gesekan-

gesekan akibat adanya konflik kewenangan yang mereka miliki. Sehingga 

kehadiran Mahkamah Konstitusi berperan besar dalam menyelesaikan 

sengketa kewenangan tersebut.73 

Kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik pada 

dasarnya berfungsi untuk menjamin sekaligus melindungi partai politik 

dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah yang bisa saja terjadi 

untuk membubarkannya tanpa alasan yang jelas.74 Kewenangan ini 

menunjukkan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi mengawal demokrasi 

dan menegakkan perlindungan hak asasi manusia sangat besar. Karena 

sebagaimana diketahui bahwa partai politik merupakan pewujudan ide 

                                                 
71 Ibid, h.22 
72 Ibid, h.36 
73 Ibid. 
74 Daulay, Mahkamah Konstitusi, h.38 
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dan gagasan masyarakat untuk turut serta berperan di dalam negara 

demokrasi. Sehingga suatu partai politik hanya dapat dibubarkan jika 

ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai yang bersangkutan 

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.75   

Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

memutus hasil pemilihan umum berkaitan erat dengan kemungkinan 

terjadinya perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Terlebih lagi 

proses pemilihan umum merupakan instrumen paling penting dalam 

pembangunan  tertib politik dalam suatu negara, sehingga peluang sekecil 

apapun akan rentan dimanfaatkan oleh para oknum peserta untuk 

melakukan kecurangan demi memenangkan pertarungan.76 Maka disinilah 

peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bersifat netral untuk 

memberikan keputusan yang adil demi menjaga demokrasi atas pemilihan 

umum yang telah dilaksanakan. 

Selain keempat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi 

masih memiliki satu kewenangan lagi yaitu kewenangan untuk memutus 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden (Impeachment). 

Kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan 

agar pemberhentian yang mungkin terjadi pada Presiden atau Wakil 

                                                 
75 Fathurrahman (et al), Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, h.45 
76 Ibid, h.49 
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Presiden bukan hanya karena alasan politik belaka, melainkan juga 

memiliki landasan hukum yang dapat dipertimbangkan.77    

 

2. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara No.22-

24/PUU-VI/2008 Tentang PEngujian Undang-Undang No.10 Th.2008 

Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

 Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 

Mahkamah) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 ini dilatar belakangi oleh 

pengajuan permohonan judicial review atas Undang-Undang nomor 10 

tahun 2008 oleh Muhammad Sholeh, S.H, Sutjipto, S.H, M.Kn, Septi  

Notariana, S.H, M.Kn, dan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn.78 

 Para pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak yang 

merasa berkepentingan untuk mengajukan Judicial Review atas Undang-

Undang No. 10/2008. Sebab, mereka merasa hak konstitusionalnya 

dirugikan jika beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang a 

Quo diberlakukan dalam kapasitas mereka sebagai calon anggota 

legislatif dan konstituen pada pemilu legislatif 2009. Adapun identitas 

para pemohon adalah:79 

                                                 
77 Ibid, h.53 
78 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/2008 
79 Ibid 
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a. Muhammad Sholeh, S.H., lahir di Sidoarjo 2 Oktober 1976. Ia 

beralamat di Jalan Magersari No. 82, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur.ia 

adalah calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur periode 

2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk 

daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I Surabaya-Sidoarjo. 

b. Sutjipto, S.H, M.Kn., lahir di Magetan 5 Oktober 1950, Ia beralamat 

di Gedung Menara Sudirman lantai 18 Jalan Sudirman Kav. 60 

Jakarta. Ia adalah calon anggota legislatif DPR RI dari Partai 

Demokrat Dapil Jawa Timur VIII Provinsi Jawa Timur dengan No. 

Urut 1. 

c. Septi  Notariana, S.H, M.Kn., lahir di Teluk Betung 24 September 

1980. Ia beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam 30, Kedaton, 

Bandar Lampung. Ia adalah calon anggota legislatif DPR RI dari 

Partai Demokrat, Dapil Jawa Timur VIII Provinsi Jawa Timur dengan 

nomor urut 8. 

d. Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., lahir di Semarang 14 April 1980. Ia 

beralamat Srondol Bumi Indah J-15 Sumurbroto, Banyumanik, 

Semarang. Ia adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan 

pemilih dalam Pemilihan Umum (pemilu) 2009. 

 Muhammad Sholeh, S.H yang selanjutnya disebut sebagai 

pemohon I mengajukan surat permohonannya dengan registrasi nomor 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

47

 

22/PUU-VI/2008. Pokok permohonannya(petitum) adalah memita 

agar pasal 55 ayat 2 dan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No. 10 

Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan 

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

 Menurut pemohon I pasal 55 ayat 2 bertentangan dengan pasal 

27 ayat 1, 28 D ayat 1, dan 28 i ayat 2 UUD 1945. Sebab, setelah 

dicermati secara seksama keberadaan pasal 55 ayat 2 ini telah 

menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap 

warga negara di hadapan hukum sesuai dengan yang diamanatkan oleh 

27 ayat 1, 28 D ayat 1, dan 28 i ayat 2 UUD 1945. Bagi pemohon I 

pasal a Quo memperlihatkan adanya arogansi dan diskriminasi yang 

membedakan perlakuan terhadap caleg laki-laki dan perempuan. 

Sehingga dianggap telah menghalangi dan membatasi hak pemohon I 

sebagai calon legislatif periode 2009-2014. Adapun bunyi pasal 55 

ayat 2 UU 10/2008, 27 ayat 1, 28 D ayat 1, dan 28 i ayat 2 UUD 1945 

adalah: 

1) Pasal 55 ayat 2 UU 10/2008 ; “Di dalam daftar bakal calon 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam setiap 3 (tiga) orang 
bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan 
bakal calon.”80 

2) Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 ; “Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

                                                 
80 Undang-Undang No.10 Th.2008 Tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

48

 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya.” 

3) Pasal 28 D ayat 1 dan 2 UUD 1945 : 
a) Ayat 1, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang  adil, serta perlakuan 
yang sama dihadapan hukum. ” 

b) Ayat 3, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan.” 

4) Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945 : “Setiap orang berhak bebas dari 
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu.”81 

 Sedangkan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e dianggap berpotensi 

menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Menurut pemohon I 

pasal a Quo menunjukkan adanya upaya pembuat Undang-Undang 

memberikan kewenangan penuh kepada partai politik dalam mengatur 

calegnya agar terpilih dengan menempatkannya pada nomor urut 

terkecil. Padahal, caleg tersebut belum tentu dikehendaki atau 

diterima oleh rakyat, sehingga peraturan caleg bukan lagi murni 

pilihan rakyat, tetapi like and dislike dari elite atau pengurus partai 

politik. Selain itu ketentuan pasal a Quo mencerminkan perbedaan 

kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan serta ketidakpastian hukum. 

Sehingga pasal a Quo dianggap bersifat diskriminatif terhadap 

pemohon I, karena memberi perlakuan yang tidak sama kepada 

pemohon I dengan caleg nomor urut kecil. Dalam pokok 

permohonannya pemohon I menyatakan bahwa pasal a Quo 

                                                 
81 UUD 1945 
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bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, 28 D ayat 1 dan 3, serta 28 i 

ayat 2. Adapun bunyi pasal 214 ayat 1 huruf a, b, c, d, dan e adalah 

sebagi berikut:82 

 Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan 
pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah 
pemilihan, dengan ketentuan : 
a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota ditetapkan berdasrkan calon yang memperoleh 
suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP. 

b. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a lebih banyak 
daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu 
maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih 
kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 
30%(tiga puluh perseratus) dari BPP. 

c. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan 
huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon 
terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih 
kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 
30 % (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang 
memperoleh suara 100 %. 

d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya 
kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta 
pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon 
berdasarkan nomor urut. 

e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh sekurang-kurangnya 
30 % dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor 
urut. 

 Sedangkan Sutjipto, S.H., M.Kn., Septi Notariana, S.H., 

M.Kn., dan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang selanjutnya disebut 

pemohon II, mengajukan permohonannya dengan nomor urut 

registrasi perkara No. 22-24/PUU-VI/2008. Para pemohon II ini 

                                                 
82 Undang-undang pemilu No.10 Tahun 2008 
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memohon agar pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7, serta pasal 214 

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya. Menurut 

pemohon II pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 bertentangan dengan pasal 

22 E ayat 1 dan 28 D ayat 1 UUD 1945. Ketentuan pada pasal 205 

ayat 4, 5, 6, dan 7 ini dianggap dapat mengakibatkan terjadinya 

ketidakjelasan antara wakil rakyat dan konstituennya. 

 Karena dengan ketentuan pasal a Quo calon legislatif yang 

terpilih belum tentu mewakili pemilihnya dan daerah dimana ia 

dipilih. Sebab, bila suara yang diperoleh oleh calon anggota DPR 

kurang dari 50 % BPP DPR maka suara yang diperoleh akan dibawa 

ke provinsi dan dilakukan penghitungan tahap selanjutnya.adapun 

bunyi pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 10/2008 serta pasal 22 E ayat 

1 dan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 adalah: 

a. Ayat 4 ; “dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan 
penghitungan perolehan kursi tahap dua dengan cara membagikan 
jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepdad partai politik peserta 
pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50 % dari 
BPP DPR.” 

b. Ayat 5 ; “dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan 
penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan kursi 
tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara partai politik peserta 
pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menetukan BPP DPR yang 
baru di provinsi yang bersangkutan.” 

c. Ayat 6 ; “BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan 
senagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan membagi 
jumlah sisa suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dengan 
jumlah sisa kursi.” 
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d. Ayat 7 ; “penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu 
sebagaimana dimaksud ayat 5 dilakukan dengan cara memberikan 
kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di 
provinsi yang bersangkutan.” 

e. Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 ; “pemilihan umum dilakukan secara 
lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun 
sekali.” 

f. Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 ; “setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”83 

 Para pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan 

apabila pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 diterapkan. Karena jika 

perolehan suara, atau sisa suara yang didapat olehnya di daerah 

kurang dari 50 % dari BPP, maka suaranya akan dibawa ke provinsi, 

dan tidak ada jaminan apakah ia akan mendapatkan kursi di DPR 

atau tidak. 

Selain pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7, pemohon II juga merasa hak 

konstitusionalnya dirugikan jika pasal 214 diterapkan. Alasannya, 

penentuan caleg dengan sistem nomor urut mencerminkan perlakuan 

yang tidak adil dan diskriminatif terhadap caleg yang mendapatkan 

nomor urut besar. Menurut pemohon II pasal 214 ini bertentangan 

dengan norma konstitusi yang terkandung dalam pasal 6 A ayat 4, 

pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1, dan pasal 28 E ayat 2 UUD 1945 

karena pada dasarnya pemenang pemilihan umum haruslah 

                                                 
83 UUD 1945 
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didasarkan pada suara terbanyak, mendapat perlakuan yang adil dan 

tidak ada diskriminasi. 

 Putusan Mahkamah dengan nomor perkara 22-24/PUU-

IV/2008 ini merupakan putusan gabungan dari 2 (dua) permohonan. 

Hal ini dikarenakan materi permohonan baik pemohon I dan 

pemohon II yang dikabulkan oleh Mahkamah sama, yakni pasal 214 

huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008. Dalam putusan ini Mahkamah 

hanya mengabulkan sebagian permohonan dan menolak selebihnya. 

Pasal-pasal yang tidak dikabulkan adalah pasal 55 ayat 2 dan pasal 

205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 10/2008. 

 Dalam putusan ini terdapat pula pendapat berbeda (Disenting 

Opinion) dalah salah seorang hakim anggota, yakni Maria Farida 

Indrati. Ia berpendapat bahwasanya penetapan penggantian 

mekanisme pemilu dengan suara terbanyak akan menimbulkan 

inkonsistensi terhdap tindakan affirmative. Sehingga ia 

berkesimpulan bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 

tidak bertentangan dengan UUD 1945.84 

 

 

                                                 
84 Salinan Putusan Mahkamh Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 
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3. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 22-24/PUU-

VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang 

pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD 

 Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 

disebut Mahkamah) atas pengajuan Judicial Review Undang-Undang No. 

10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD 

dalam putusan No. 22-24/PUU-IV/2008 adalah :85 

a. Bahwa permohonan a Quo merupakan kewenangan Mahkamah untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutuskannya. 

b. Para pemohon seluruhnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) 

untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a Quo. 

c. Bahwa telah juga diketahui persoalan hukum yang harus diputus dan 

dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah sebagai berikut : 

1) Bahwa menurut pemohon I pasal 55 ayat 2 UU 10/2008 

bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, 28 D ayat 1 dan 3, dan 28 i 

ayat 2 UUD 1945. 

2) Bahwa menurut pemohon I dan pemohon II pasal 214 huruf a, b, c, 

d, dan e UU 10/2008 bertentangan dengan beberapa pasal di dalam 

UUD 1945. Menurut pemohon I pasal-pasal tersebut adalah: pasal 

27 ayat 1, 28 D ayat 1 dan 3, dan 28 i ayat 2 UUD 1945. 

                                                 
85 Ibid 
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Sedangkan menurut pemohon II pasal-pasal tersebut adalah: pasal 

6 A ayat 2, 27 ayat 1, 28 D ayat 1 , dan 28 E  ayat 2 UUD 1945. 

3) Bahwa menurut pemohon II pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 

10/2008 bertentangan dengan pasal 22 E ayat 1 UUD 1945. 

d. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I  telah 

mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 

pemonon II telah juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti 

P.1 sampai dengan P.4. 

e. Bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis DPR, 

mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tetulis 

pemerintah, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan 

tertulis pihak komnas perempuan, serta telah juga mendengar 

keterangan pihak terkait Komisi Pemilihan Umum. 

f. Bahwa di dalam negara hukum yang demokratis akan selalu terjadi 

tarik menarik antara dua kepentingan yang sama-sama fundamental, 

yaitu kepentingan untuk membentuk hukum (Undang-Undang) guna 

menjamin dan memastikan bekerjanya tertib hukum dalam 

masyarakat sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat dan 

kepentingan untuk menjaga hak atau kebebasan individu sebagai 

unsur inheren. Oleh karena itu sesuai dengan amanat konstitusi 

kepada Mahkamah untuk mengawal konstitusi, maka Mahkamah 
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harus memastikan tidak ada Undang-Undang yang melanggar hak 

konstitusionalwarga negara semata-mata karena alasan menciptakan 

tertib hukum. Juga harus memastikan tidak terjadi keadaan yang 

dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara 

mengesampingkan kepentingan masyarakat. 

g. Bahwa atas materi pokok permohonan pemohon I yang mendalilkan 

bahwa pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 tidak sejalan dengan reformasi, 

serta mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, 

ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif yang 

karenanya bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, 28 D ayat 1 dan 3, 

dan 28 i ayat 2, Mahkamah berpendapat : 

1) Diberlakukannya ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 

No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, 

dan DPRD adalah dalam rangka memenuhi affirmative action 

bagi perempuan dibidang politik sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh berbagai negara. Dan juga sebagai tindak lanjut 

dari konvensi perempuan se-Dunia tahun 1995 di Beijing dan 

sebagai konvensi internasioanal yang telah diratifikasi ke dalam 

UU No. 68 tahun 1958, UU No. 7 tahun 1984, dan UU No. 12 

tahun 1985 tentang hak sipil dan politik. 
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2) Affirmative action disebut sebagai reserve discrimination, yang 

memberi kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya 

kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama antara 

perempuan dan laki-laki. Hal ini disebabkan keikut sertaan 

perempuan dirasakan masih relatif kecil. 

3) Bahwa jika sistem kuota bagi perempuan dipandang mengurangi 

hak-hak konstitusional calon legislatif laki-laki sebagai 

pembatasan dan bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1. Maka 

pembatasan tersebut justru dibenarkan oleh konstitusi 

sebagaimana diatur dalam pasal 28 J ayat 2 UUD 1945. Bahkan di 

dalam pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 perlakuan khusus guna 

memperoleh persamaan dan keadilan diperbolehkan. 

4) Pemberlakuan kuota 30 % (tiga puluh per seratus) dan keharusan 

satu calon perempuan dari tiga calon merupakan diskriminasi 

positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan 

perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, 

dan DPRD. Selain itu pemberian ambang batas kuota 30 %  dan 

keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatf 

bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai 

langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan disatu 

pihak, sementara dipihak lain menawarkan kepada publik/pemilih 
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untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan 

memasuki ranah politik yang bukan karena semata-mata 

statusnya sebagai perempuan, tapi juga dari sisi kapasitasnya dan 

kapabilitasnya sebagai legislator. 

Oleh karena itu berdasarkan pandangan dan penilaian hukum diatas, 

Mahkamah berpendapat ketentuan pasal 55 ayat 2 UU 10/2008 tidak 

bertentangan dengan konstitusi. Karena perlakuan hak-hak 

konstitusional gender untuk tidak dikualifikasi diskriminatif tersebut, 

dimaknai untuk meletakkan secara adil hal yang selama ini ternyata 

tidak memperlakukan kaum perempuan secara adil. 

h. Atas pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 10/2008 yang di dalilkan oleh 

pemohon II mencerminkan ketidak adilan dan bersifat diskriminatif. 

Oleh karena apabila perolehan suara atau sisa suara di daerah 

pemilihan (dapil) kurang dari 50 % dari BPP, maka suaranya akan 

dibawa ke provinsi dan pemohon II tidak mendapat jaminan akan 

mendapatkan kursi di DPR. maka Mahkamah berpendapat:  ketentuan 

pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 10/2008 adalah berkaitan dengan 

perolehan kursi partai politik dan tidak berhubungan dengan 

terpilihnya calon, sejauh menyangkut sisa suara yang dikumpulkan 

dari setiap dapil ke tingkat provinsi hanyalah untuk menetukan 

bilangan pembagi pemilih baru yang juga berhubungan dengan 
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perolehan kursi politik. Dengan demikian dalil tersebut tidak 

berkenaan dengan konstitusionalitas karena tidak bertentangan 

dengan pasal 22 E ayat 1 dan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. 

Sedangkan untuk menentukan partai politik yang memperoleh kursi 

berdasarkan BPP baru dan penentuan calon terpilih berdasarkan BPP 

baru tersebut harus didasarkan atas suara terbanyak. 

i. Bahwa atas materi pokok pemohon I yang mendalilkan bahwa pasal 

214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 telah menghilangkan makna 

pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dihadapan hukum 

sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan 

pemohon II yang mendalilkan bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e 

UU 10/2008 bertentangan dengan norma-norma konstitusi yang 

terkandung dalam pasal 6 A ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 

dan 2, dan pasal 28 D ayat 1 dan 2, dan pasal 28 E ayat 2 UUD 1945, 

mahkamah berpendapat : 

1) Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan 

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 

menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. 

Sehingga dalam berbagai pemilihan umum rakyat langsung 

memilih siapa yang dikehendakinya. 
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2) Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang 

sangat mendasar, meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu 

sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh 

partai politik yang sehat, namun harus diberi batas yang jelas 

bahwa partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar 

prinsip kedaulatan rakyat. 

3) Peran partai dalam proses rekrutmen telah selesai dengan 

dipilihnya calon-calon yang cakap untuk kepentingan rakyat. 

Karena itu, keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh 

bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan 

pengurus partai politik. 

4) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka 

dengan demikian rakyat dapat secara bebas memilih dan 

menentukan calon anggota yang dipilih. Maka dengan diberikan 

hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan 

menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara terbanyak 

akan memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan 

pilihannya, dan juga lebih adil bagi calon anggota DPR/DPRD dan 

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu konflik 
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internal partai politik peserta pemilu dapat dikurangi karena 

kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi 

digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai 

sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan 

kepada calon tersebut. 

5) Menurut Mahkamah ketentuan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 

10/2008 adalah inskonstitusional karena bertentangan dengan 

makna substantif kedaulatan rakyat, dan dikualifisir bertentangan 

dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat 

1 UUD 1945. Merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika 

kehendak rakyat yang tergambar dalam pilihan mereka tidak 

diindahkan dalam penetapan anggota legislatif dan akan benar-

benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan jika calon yang 

mendapat suara tebanyak dikalahkan oleh calon yang mendapat 

suara kecil oleh karena yang mendaoat suara kecil menempati 

nomor urut yang lebih kecil. 

6) Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan untuk menentukan 

pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak maka penentuan 

calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon yang 

memperoleh suara terbanyak. 
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7) Setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan 

kesempatan yang sama dihadapan hukum. Maka dalam 

memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua 

keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan 

memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua 

keadaan yang tidak sama. 

Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pasal 214 UU 10/2008 

mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai tidak adil. 

j. Kebijakan affirmative action adalah kebijakan yang telah diterima di 

Indonesia yang bersumber dari CEDAW. Namun karena di dalam 

permohonan a Quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip 

UUD 1945 dan tuntutan kebijakan berdasarkan CEDAW, maka 

Mahkamah harus mengutamakan UUD 1945. 

k. Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan sebelumnya Mahkamah 

berpendapat bahwa dalil pemohon I dan pemohon II menyangkut 

pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 cukup beralasan. 

Sedangkan dalil pemohon II tentang pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 

10/2008 dan pasal 55 ayat 2 tidak berkenaan dengan 

konstitusionalitas norma. Oleh karenanya permohonan gugatan 

pemohon I dan II dikabulkan untuk sebagian, yakni menyatakan pasal 
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214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

4. Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 

Amar putusan 

 Dengan mengingat pasal 56 ayat 1, 2, dan 3 serta pasal 57 

ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 2004 tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

Mengadili 

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk sebagian: 

- Menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang No. 10 

tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD  

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

- Menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang No. 10 

tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

- Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II selain dan 

selebihnya; 
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- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia Sebagaimana Mestinya. 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan hakim oleh delapan 

hakim konstitusi pada hari jum’at tanggal sembilan belas desember 

tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka 

untuk umum pada hari selasa tanggal dua puluh tiga bulan desember 

tahun dua ribu delapan oleh kami delapan hakim konstitusi yaitu 

Moh. Mahcfud MD sebagai  hakim ketua merangkap anggota, M. 

Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Mohammad Alim, Abdul Muktie 

Fajar, H Akil Mochtar, Maria farida Indrati, dan Maruarar Siahaan 

masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh 

Makhfud sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau 

kuasanya, pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat 

atau yang mewakili, dan pihak terkait komisi nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan, serta pihak terkait Komisi Pemilihan Umum.86 

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peluang Keterwakilan 

Perempuan 

1. Posisi yuridis  pasal 55 ayat 2 UU 10/2008 

  Pembatalan pasal 214 UU 10/2008 menimbulkan implikasi 

terhadap beberap hal. Salah satu diantaranya tehadap pasal 55 UU 

                                                 
86 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi 
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10/2008. Meskipun upaya Judicial Review atas pasal 55 UU 10/2008 

tidak dikabulkan oleh Mahkamah, pembatalan pasal 214 secara otomatis 

turut mengeliminir substansi pasal 55 ayat 2.87 

  Pasal 55 ayat 2 UU 10/2008 yang mengatur  tentang 

penempatan seorang caleg perempuan diantara tiga orang bakal caleg 

sebenarnya merupakan koherensi hulu ke hilir tindakan affirmative dalam 

UU 10/2008.88 Dengan kenyataan bahwa pasal 214 dibatalkan oleh 

Mahkamah maka penempatan tiga banding satu caleg perempuan hanya 

akan berpengaruh secara substansial jika mekanisme pemilihan anggota 

legislatif menggunakan aturan nomor urut. 

  Sebenarnya, di dalam pertimbangan hukum putusan No 22-

24/PUU-IV/2008 dijelaskan bahwa Mahkamah menyadari betul bahwa 

pembatalan pasal 214 sedikit banyak akan berpotensi menimbulkan 

inkonsistensi terhadap kebijakan affirmative action. Namun, Mahkamah 

tetap harus memilih untuk mengutamakan UUD 1945 sebagai Konstitusi 

Negara Republik Indonesia.89 

  Dengan demikian, dengan dibatalkannya pasal 214 UU 

10/2008, secara substansial menyebabkan ruh  pasal 55 ayat 2 hilang 

                                                 
87 Hermanto, Masa Depan Caleg Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, 

http://www.suarapembaharuan.com=diakses 
88 Soetjipto, Ani, Dampak Diterapkannya Aturan Suara Terbanyak Terhadap Keterwakilan 

Perempuan Dan Gerakan Perempuan, http://wri.or.id, diakses 3 juli 2009 pukul 11.26. 
89 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No 22-24/PUU-VI/2008 
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dengan sendirinya.90 Sebab calon legislatif perempuan tetap sama 

kedudukannya dengan calon legislatif laki-laki pada pelaksanaan pemilu 

legislatif tahun 2009. 

2. Implementasi regulasi kuota perempuan pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi 

  Regulasi kuota perempuan di dalam pemilihan umum diatur 

dengan melakukan implementasi terhadap kebijakan affirmative action. 

Kebijakan Affirmative Action adalah tindakan pro-aktif yang dilakukan 

untuk menghapuskan diskriminasi yang berbasiskan jender atau ras.91 

Dalam penerapanya kebijakan ini biasanya disertai dengan jangka waktu 

pemantauan untuk melihat kemajuan yang dicapai. Kebijakan ini 

merupakan amanat dari konvensi perempuan se-Dunia tahun 1995 di 

Beijing dan berbagai konvensi Internasional yang telah diratifikasi ke 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia. 

  Urgensi kebijakan ini adalah untuk membuka peluang bagi 

kaum perempuan agar dapat terintegrasi dalam kehidupan publik secara 

adil dan seimbang. Sehingga kaum perempuan mampu memainkan 

perananya secara aktif untuk turut serta menentukan masa depannya dan 

                                                 
90 Hermanto, Masa Depan Caleg Perempuan. 
91Soetjipto, Ani widyani, Politik Perempuan Bukan Gerhana, h.178 
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masa depan bangsanya melalui keterwakilannya yang proporsional di 

lembaga legislatif. 

  Berbagai negara di dunia telah menerapkan kebijakan 

affirmative action ini sebagai strategi untuk mendongkrak partisipasi 

perempuan diranah publik, khusunya di dunia politik. Menurut Woman’s 

Environment and development organization setidaknya ada 13 negara 

yang menerapkan kebijakan affirmative action dengan menggunakan 

sistem kuota zipper.92 Dan dalam waktu yang relatif singkat negara-

negara tersebut telah berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan 

melampaui angka critical mass (30 %). Beberapa diantaranya adalah 

Negara Swedia, Firlandia, Norwegia, Denmark, Argentina, Rwanda, dan 

Afrika Selatan.93 Negara-negara tersebut tidak hanya negara yang 

merepresentasikan kehidupan bernegara yang telah maju dan mapan 

sistem politiknya, namun ada pula negara yang masih bermasalah dengan 

kehidupan politik dan ekonomi. 

  Di Indonesia kebijakan affirmative action  juga telah 

dijalankan dan didukung dengan berbagai regulasi perundang-undangan 

berikut perangkat sistem di dalamnya. Tepatnya, kebijakan affirmative 

action ini diterapkan untuk pertama kalinya pada pemilu 2004 dengan 
                                                 

92 Women’s Environment and Development Organization Adalah Sebuah Organisasi 
Internasional Yang Memonitor Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Seluruh Dunia. 

93 Budiarti, Aisah Putri, Tindak Afirmasi Untuk Menjaga Keterwakilan Perempuan Dalam Perpu 
Pasca Judicial Review UU Pemilu No. 10/2008, http:// http://wri.or.id, diakses 3 juli 2009 pukul 
11.26. 
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mengakomodir keterwakilan perempuan sebanyak 30 %.94 Meskipun 

membutuhkan proses yang cukup panjang untuk memperjuangkan hal 

tersebut sejak masa reformasi, implementasi kebijakan affirmative action 

nampaknya masih menyimpan banyak sekali kekurangan pada pemilu 

2004, misalnya tidak adanya jaminan bagi perempuan untuk ditempatkan 

pada nomor urut kecil yang merupakan posisi strategis untuk 

mendapatkan akses lebih besar memenangkan kursi di DPR. Sehingga 

pada akhirnya target keterwakilan perempuan yang dicapai tidak begitu 

maksimal, yakni hanya pada kisaran 11,09 % dari total 550 anggota 

DPR.95 

  Belajar dari kekurangan pada pemilu 2004 lalu, pemerintah 

berusaha menyempurnakan regulasi perundang-undangan yang mengatur 

tentang implementasi kebijakan affirmative action dengan merubah 

mekanismenya. Dalam UU No.10/2008 terlihat bahwa upaya affirmative 

action dilakukan dengan mengelaborasikan sistem kuota, zipper system 

dan aturan nomor urut.96  Elaborasi tindakan affirmative action pada UU 

10/2008 tersebut tertuang pada pasal 53, 55, dan 214. 

  Zipper system yang pada pemilu 2004 tidak diberlakukan, 

rupanya dipandang dapat menjadi jalan keluar untuk meningkatkan 

                                                 
94 Kusuma Atmadja, Sarwono (ed), Politik Dan Perempuan, h. 3. 
95 Budiarti, Tindakan Afirmasi.ibid 
96 Ibid. 
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keterwakilan perempuan pada pemilu 2009. Zipper sytem sendiri 

merupakan  sistem yang mengatur penempatan seorang caleg perempuan 

diantara tiga orang caleg laki-laki dan dalam pelaksanaannya zipper 

system harus dipasangkan dengan sistem nomor urut. 

  Namun keadaan menjadi berbeda ketika menjelang 

pelaksanaan pemilu Mahkamah mengabulkan permohonan judicial review 

UU 10/2008. Dalam putusannya Mahkamah membatalkan pasal 214 

sehingga aturan pemilu pun berubah, dari mekanisme nomor urut menjadi 

suara terbanyak.97 Hal inilah yang kemudian memunculkan masalah baru 

dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Karena tanpa 

mekanisme nomor urut, zipper system tidak dapat diterapkan, dan itu 

artinya tindak affirmative action menjadi tidak terakomodir. 

  Aturan pasal 214 UU 10/2008 merupakan satu paket lengkap 

implementasi affirmative action yang oleh Maria Farida Indrati disebut 

dengan aturan hulu ke hilir dengan pasal 53 dan 55.98 Oleh sebab itu jika 

pasal 214 dihapus maka pasal 53 dan 55 dengan sendirinya menjadi tidak 

berlaku. Dan konsekwensinya perempuan terancam kehilangan salah satu 

akses yang memudahkannya menuju parlemen, kecuali jika ada terobosan 

baru yang dilakukan untuk mempertahankan affirmative action. 

                                                 
97 Gunawan, Joseph Henricus, Affirmative Action vs Suara Terbanyak, http://www.mail-

archive.com/cikeas@yahoogroups.com 
98 Salinan Putusan Mahkamh Konstitusi No. 10/2008 
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  Beberapa kalangan aktivis perempuan sempat memunculkan 

berbagai wacana untuk merekomendasikan aturan baru atas upaya 

affirmative action. Salah satunya adalah penetapan masuknya perempuan 

1 : 3 dari satu parpol untuk satu dapil dengan membuat secara terpisah 

kompetensi perebutan suara terbanyak antara laki-laki dan perempuan.99 

Sebagai contoh kasus, jika partai “A” mendapatkan 3 kursi sedangkan 

caleg yang mendapat suara terbanyak adalah tiga orang laki-laki dan 

seorang perempuan di urutan keempat, maka yang berhak menempati 

kursi di parlemen adalah dua orang caleg laki-laki di urutan pertama dan 

kedua, dan seorang caleg perempuan di urutan ketiga. Karena meskipun 

caleg perempuan berada di urutan keempat, namun pada hakikatnya ia 

merupakan caleg yang mendapat suara terbanyak diantara caleg 

perempuan lainnya, sehingga ia lebih berhak mendapatkan kursi di 

parlemen daripada caleg laki-laki yang mendapat suara terbanyak di 

urutan ketiga. 

  KPU (Komisi Pemilihan Umum) sendiri sebenarnya juga 

sempat berwacana untuk mengeluarkan peraturan KPU sebagai tindak 

lanjut atas putusan MK agar kebijakan affirmative action tetap 

diterapkan.100 Hampir sama dengan metode di atas, KPU juga berencana 

untuk mengatur agar kursi ketiga yang diperoleh oleh satu parpol 

                                                 
99 Budiarti, Tindakan Afirmasi. 
100 Caleg Perempuan Berpeluang, http://www.republika.co.id 
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diberikan kepada caleg perempuan. Namun, rencana KPU ini ternyata 

mendapat kecaman keras dari ketua MK “Mahfud M.D”. mahfud 

menolak gagasan KPU mentah-mentah dan mengkritik argumentasi KPU 

yang menurutnya tidak relevan. Bahkan mahfud mengingatkan bahwa 

bila KPU tetap tidak bersedia melaksanakan putusan MK, maka sanksi 

pidana dengan ancaman  hukuman 12 sampai 24 bulan penjara akan 

menanti.101 

  Putusan KPU urung dikeluarkan, karena disamping 

mendapatkan peringatan keras dari MK untuk mengakomodir affirmative 

action secara hukum hal tersebut juga dinilai tidak cukup kuat. Dan 

alternatif lain yang ditempuh adalah mendesak pemerintah agar segera 

mengeluarkan perpu.  

  Sayangnya Perpu yang dianggap mampu menjadi payung 

hukum bagi implementasi affirmative action pun tidak dikeluarkan. 

Sehingga pada akhirnya pemilu legislatif tahun 2009 dilaksankan dengan 

mekanisme suara terbanyak tanpa adanya tindak affirmative bagi 

perempuan. 

 

 

 

                                                 
101 Komisioner KPU Bisa Terancam Pidana, http://www.hukumonline.com  
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BAB   IV 

ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP 

PELUANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM 

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peluang Keterwakilan 

perempuan di Lembaga Legislatif  

Dibalik pembatalan suatu produk legislasi baik secara sebagian atau 

keseluruhan tentu dapat menimbulkan berbagai implikasi. Setidaknya terdapat 

tiga implikasi jika hal tersebut dilakukan, yakni implikasi yuridis, implikasi 

politis, dan implikasi sosiocultural. Pembatalan pasal 214 UU 10/2008 selain 

menyebabkan berubahnya mekanisme pemilihan umum anggota legislatif, juga 

berimplikasi tehadap tiga aspek tersebut. 

Pada dasarnya setelah pembatalan secara sebagian atau keseluruhan 

dari suatu ketentuan yang dianggap bermasalah atas suatu undang-undang, maka 

akan timbul peluang baru yang terjadi pada tahap berikutnya, yakni tahap 

corrective revision  atau upaya revisi atas suatu ketentuan yang telah mendapat 

koreksi .102 Revisi yang dilakukan terhadap UU 10/2008 setelah pembatalan 

pasal 214 beberapa saat menjelang pemilu legislatif lalu ternyata menyisakan 

                                                 
102 Syahrizal, Ahmad, Peradilan Konstitusi: suatu studi tentang ajudikasi konstitusional sebagai 

mekanisme penyelesaian sengketa normatif, h.305  
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masalah yuridis terkait implementasi kebijakan affirmative action yang 

terkandung di dalamya. 

Implementasi kebijakan affirmative action yang diatur secara koheren 

dalam pasal 53, 55, dan 214 UU 10/2008 harus terpatahkan karena  pasal 214 

yang berperan sebagai faktor penentu regulasi tersebut dianggap inkonstitusional 

dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. 

Walaupun di dalam putusanya Mahkamah tidak secara langsung membatalkan 

pasal 55, namun secara substansial ruh pasal 55 ini tidak berlaku lagi.  

Meskipun demikian secara yuridis keberadaan pasal 55 ini juga tidak 

dapat dinyatakan batal dengan sendirinya. Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu 

norma hukum tidak dapat dinyatakan batal dengan sendirinya kecuali jika norma 

tersebut dibatalkan oleh lembaga yang berwenang (Mahkamah Konstitusi), lebih 

lengkap pernyataan Hans Kelsen tersebut adalah sebagai berikut: 

Norma hukum selalu valid, norma hukum ini tidak bisa batal(null), tetapi 
dapat dibatalkan (annulabble). Tatanan hukum dapat memberi wewenang kepada 
organ tertentu untuk menyatakan batalnya (tidak berlakunya) suatu norma, itu 
berarti untuk membatalkan norma tersebut dengan kekuatan berlaku surut, 
sehingga akibat-akibat hukum yang sebelumnya telah ditimbulkan oleh norma 
tersebut dapat dihapuskan karenanya. Ini biasanya dicirikan dengan pernyataan 
bahwa norma itu tidak berlaku secara ab initio atau telah dinyatakan batal dan 
tidak berlaku. Namun demikian penyataan yang dimaksud tidak mempunyai 
karakter deklaratif, tetapi karakter konstitutif. Tanpa pernyataan dari organ yang 
kompeten ini norma tersebut tidak dapat dianggap tidak berlaku.103      

  

                                                 
103 Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, penerjemah: Raisul Muttaqien, h.229  
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Dengan demikian walaupun secara yuridis pasal 55 UU 10/2008 

masih berlaku, namun secara esensial keberadaan pasal tersebut tidak memiliki 

pengaruh apapun, terlebih berkaitan dengan implementasi kebijakan affirmative 

action yang terkandung di dalamnya.  

Tentu saja apa yang terjadi pada kebijakan affirmative action ini 

secara signifikan juga berpengaruh terhadap upaya peningkatan keterwakilan 

perempuan di Indonesia. Sebab sejak awal regulasi kebijakan affirmative action 

memang dimaksudkan untuk memperbesar akses perempuan masuk kedalam 

lembaga legislatif. Jika pada saat ini akses tersebut tereliminir akibat adanya 

putusan mahkamah Konstitusi, maka pada hakikatnya secara otomatis peluang 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga semakin kecil.  

Hal ini secara politis tentu berakibat buruk bagi laju perempuan untuk 

turut berpartisipasi di dalam memenangkan persaingan memperebutkan suara 

pada pemilihan umum. Model pemilihan langsung dengan mekanisme penetapan 

anggota DPR dan DPRD melalui suara terbanyak membuat perempuan menemui 

hambatan-hambatan yang cukip berat. Nilai dan budaya patriarkhi yang masih 

mengakar di Indonesia jelas akan mempersulit laju perempuan untuk bertarung 

memperebutkan kursi di lembaga legislatif. Karena pandangan masyarakat yang 

masih under estimate terhadap perempuan akan menyulitkan perempuan untuk 

menaikkan nilai jual mereka sebagai wakil yang dipercaya oleh masyarakat.104   

                                                 
104 Budiatri, Tindak Afirmasi , http://wri.or.id 
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Kualitas ekonomi perempuan yang relatif lebih rendah dibanding laki-

laki juga dipastikan akan menjadi masalah yang serius ketika mereka harus 

sama-sama bertarung di dalam kompetisi terbuka dalam sistem suara terbanyak. 

Sebab lemahnya sumber dana celeg permpuan akan berimplikasi pada rendahnya 

kemampuan untuk memperkuat infrastruktur mereka pada saat pencalonan. 

Sedangkan model pemilihan dengan suara terbanyak jelas memakan banyak 

biaya, misalnya biaya konsolidasi tim sukses mereka, biaya transport untuk 

mengunjungi konstituen mereka secara langsung di daerah-daerah, biaya media 

promosi diri mereka seperti cetak stiker, baliho, souvenir-souvenir untuk 

menarik minat masyarakat dan lain sebagainya.105  

Selain itu harus diakui bahwa akses perempuan untuk memperoleh 

pendidikan politik masih sangat terbatas. Sehingga perempuan harus bekerja 

ekstra keras untuk menghadapi saingan-saingan politiknya yang lebih 

berpengalaman dalam berbagai hal menyangkut persiapan pemilu. Misalnya 

tentang stategi berkampanye, tentang bagaimana membangun argumentasi 

politik, melakukan lobi-lobi politik dan sebagainya.106 

Berbagai realitas diatas menunjukkan bahwa proses pemilihan 

anggota legislatif dengan mekanisme penetapan melalui suara tebanyak sangat 

tidak menguntungkan perempuan. Pada pemilu legislatif 2009 lalu mereka harus 

bekerja ektra keras untuk memperoleh kedudukan di lembaga legislatif. Data 

                                                 
105 ibid 
106 Ibid 
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yang diperoleh dari KPU menunjukkan bahwa jumlah caleg perempuan ynag 

lolos ke senayan adalah 110 orang, atau sekitar 18,03 persen dari total 560 

orang.107 Jumlah tersebut meningkat tipis dari hasil pemilu legislatif tahun 2004, 

namun masih relatif  kecil dan jauh dari target 30% yang diinginkan.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa keterwkilan perempuan di lembaga 

legislatif merupakan hal yang sangat penting. Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan diharapkan lebih mampu mengakomodir kepentingan perempuan 

jika proporsi keterwakilan permpuan di lembaga legislatif berada di level yang 

seimbang dengan jumlah perempuan yang lebih dari separuh penduduk 

Indonesia. Nyatanya angka critical mass (30%) hingga saat ini belum dapat 

dicapai, bahkan semakin diperparah dengan hilangnya regulasi affirmative action 

akibat pembatalan pasal 214 UU 10/2008 melalui putusan mahkamah konstitusi. 

Hal serius dari kenyataan ini yang perlu juga diperhatikan adalah 

implikasinya terhadap perkembangan sosiocultural masyarakat. Jika pada 

beberapa saat lalu perjuangan pengarustamaan gender dianggap mendapatkan 

angin segar dengan diterapkanya kebijakan affirmative action pada undang-

undang pemilu untuk pertama kalinya di tahun 2003.108 Maka kini kedaan 

menjadi berbalik dan kembali mengalami kemunduran sebab langkah strategis 

                                                 
107 KPU Umumkan 101 Caleg Yang Lolos Ke Senayan, http://www.itcwomen.com, Diakses 15 

juli 2009,14.52 Wib 
 

108 Soetjipto,Ani Widyani, Politik Perempuan Bukan Gerhana, h.169 
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yang terkandung dalam undang-undang pemilu secara dramatis harus tereliminir 

akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. 

Tentu saja realitas ini dengan mudah mematahkan perjuangan kaum 

perempuan untuk melawan budaya patriarkhi yang masih sangat kental di 

Indonesia. Terlebih, pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap 

kemampuan politik perempuan akan makin sulit untuk dibantah jika kenyataan 

partisipasi politik perempuan tetap barada di level kecil. Maka, tentu saja 

masyarakat akan tetap beranggapan bahwa  kehidupan politik merupakan 

wilayah laki-laki dan perempuan tidak akan bisa bertahan di dalamnya.   

Jika tidak segara dilakukan tindakan untuk menyelamatkan kebijakan 

affirmative action, maka di masa-masa mendatang peluang keterwakilan 

perempuan di lembaga legislatif terancam semakin kecil. Keseluruhan implikasi 

baik yuridis, politis, maupun sosiocultural dari adanya putusan ini mengarah 

kepada semakin kecilnya peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. 

B. Analisis Hukum Tata Negara Islam Atas Implikasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Terhadap Peluang Keterwakilan Perempuan Di Lembaga 

Legislatif 

Pada hakikatnya di dalam lembaga legislatif terkandung dua prinsip 

dasar yang melandasi keberadaanya. Kedua prinsip tersebut adalah  prinsip 

musyawarah dan amar ma’ru>f nahiy munkar. Prinsip musyawarah dalam lembaga 

legislatif tercermin pada saat lembaga ini menjalankan fungsinya sebagai 
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penentu kebijakan publik (pembuat undang-undang). Seluruh elemen masyarakat 

dilibatkan dalam proses ini melalui perwakilan-perwakilan yang dipercaya 

dengan standar dan  persyaratan tertentu. Jika menilik asal didirikanya lembaga 

ini kita juga akan menemukan bahwa latar belakang sejarah pembantukanya 

dilandaskan pada praktek musyawarah yang dilakukan Rasulullah dan para 

sahabat, khususnya pada proses pemilihan Abu Bakr sebagai khalifah.109 

Sedangkan prinsip amar ma’ru>f nahiy munkar termanifestasi ketika 

lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Fungsi 

pengawasan yang dimaksud mencakup kewenangan untuk melakukan 

pengawasan atas kewenangan legislatif (Khalifah) sebagai bentuk pengawasan 

yang di lakukan oleh rakyat kepada pemerintah110 Kewenangan tersebut jika 

dianalisis dengan seksama maka akan mengacu pada terminology amar ma’ru>f 

nahi munkar. Pada hakikatnya mengawasi apa yang dijalankan oleh pemerintah 

bertujuan untuk mencegah hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Pengawasan 

juga bisa berperan sebagai penyeimbang sehingga tidak terjadi otoritas 

pemerintah yang berlebihan. 

Allah SWT telah menyerukan musyawarah kepada hambaNya untuk 

menyelesaikan segala urusan dan permasalahan yang dihadapi. Firman Allah 

tersebut tertuang dalam surat as-Syu>ra ayat 38 yang berbunyi:111 

                                                 
109 Mawardi,al,  Al- Ahkam Al-Shultthoniyah, h.5 
110 Khaliq, Fikih Politik Islam, h.80 
111 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h.789 
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t Ï%©!$# uρ (#θ ç/$yftGó™$# öΝ ÍκÍh5t Ï9 (#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θ n= ¢Á9 $# öΝ èδã øΒr&uρ 3“u‘θ ä© öΝ æηuΖ ÷ t/ $£ϑÏΒuρ öΝßγ≈ uΖø% y—u‘ 

tβθ à)ÏΖ ãƒ ∩⊂∇∪  

Artinya: 
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan 
kepada mereka.” 

 

Sedangkan amar ma’ru>f nahiy munkar dijelaskan oleh Allah SWT 

dalam surat at-Tawbah ayat 71 yang berbunyi:112 

tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#uρ àM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $#uρ öΝßγàÒ÷è t/ â !$uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 šχρ âß∆ ù'tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑø9 $$Î/ tβöθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç tã 

Ì s3Ζßϑø9 $# šχθ ßϑŠ É) ãƒuρ nο 4θ n=¢Á9 $# šχθ è?÷σ ãƒ uρ nο4θ x. ¨“9 $# šχθ ãèŠÏÜ ãƒuρ ©!$# ÿ… ã&s!θ ß™u‘ uρ 4 y7Í× ¯≈s9 'ρ é& 

ãΝ ßγçΗ xq ÷z y™ ª!$# 3 ¨βÎ) ©!$# î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3 ym ∩∠⊇∪   

 
 
Artinya: 
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan 
diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” 

 

 

 

 

                                                 
112 Ibid, h.291 
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Hal menarik dari kedua prinsip tersebut adalah keduanya sama-sama 

diserukan kepada hambanya secara umum. Allah SWT tidak membedakan 

sasaran seruan-Nya apakah ia laki-laki atau perempuan. Ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kedua prinsip tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam baik 

laki-laki maupun perempuan.113    

Perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat tentu memiliki 

kewajiban untuk turut serta memberikan kontribusinya bagi kesejahteraan 

masyarakat. Kontribusi yang dapat ia berikan tentu bervariasi sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Salah satu yang dapat ia lakukan sebagai warga 

negara adalah dengan turut serta di dalam proses pemilihan umum untuk 

menentukan perwakilan yang akan duduk di lembaga legislatif. Partisipasi yang 

dimaksud baik sebagai pihak yang memilih maupun pihak yang dipilih. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa prinsip musyawarah dan 

amar ma’ru>f nahiy munkar yang diserukan oleh Allah terkandung di dalam 

lembaga legislatif, maka perempuan pun memiliki hak untuk turut serta di dalam 

lembaga tersebut. Keadaan kaum perempuan yang semakin maju dan responsif 

terhadap realitas politik semakin memperbesar kompetensi mereka untuk turut 

serta mengambil bagian di dalamnya. 114 

Keanggotaan perempuan di dalam lembaga legislatif erat kaitanya 

dengan berbagai kepentingan dan permasalahan khusus yang dihadapinya. Tentu 

                                                 
113 Syuqqah, Kebebasan Wanita, h.541 
114 Ibid, h.525-526 
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saja kepentingan dan pemasalahan tersebut tidak dapat diserahkan begitu saja 

kepada pihak lain tanpa melibatkan perempuan secara langsung di dalamnya. 

Sebab walau bagaimanapun yang paling memahami masalah perempuan adalah 

perempuan itu sendiri. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan peluang 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif semakin kecil secara otomatis 

akan mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan pada lembaga tersebut. Jika 

keadaan di masa mendatang tidak diperbaiki dengan kembali membuka peluang 

bagi keterwakilan perempuan melalui pengaturan yang tepat, maka kemungkinan 

terburuk yang bisa terjadi adalah kepentingan perempuan terancam tidak 

terakomodir. Selain itu partisipasi perempuan pada lembaga tersebut juga 

terancam mengecil. Sehingga andil perempuan sebagai warga Negara untuk turut 

serta melaksanakan amar ma’ru>f nahiy munkar dan musyawarah yang diserukan 

oleh Allah juga semakin kecil. Hal ini jelas tidak mencerminkan konsep 

persamaan hak dalam Islam. Karena sesungguhnya Islam telah membut dasar-

dasar sistem musyawarah yang menerapkan prinsip persamaan.115   

Oleh karena itu seyogyanya pada masa-masa mendatang keterwakilan 

perempuan di lembaga legislatif diapresiasi dengan baik. Hal ini dilandaskan 

pada asas kemaslahatan bagi perempuan yang dipandang cukup jika 

keterlibatanya di dalam lembaga legislatif berada dalam kapasitas yang 

                                                 
115 Khaliq, Fikih Politik Islam,h.231 
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mencukupi sesuai kebutuhanya. Dan di Negara Indonesia kuota yang dianggap 

mencukup bagi keterwakilan perempuan adalan minimal 30%. 
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BAB   V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

    Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terbagi ke dalam tiga aspek : 

a. Aspek yuridis: Pasal 55 UU 10/2008 mengalami kekosongan secara 

substansial meskipun secara hukum pasal tersebut masih tetap 

berlaku sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. 

Akibatnya regulasi implementasi kebijakan affirmative action 

menjadi tidak terakomodir.  

b. Aspek politis: Hambatan yang harus dihadapi oleh kaum perempuan 

secara otomatis semakin besar untuk menuju lembaga legislatif, 

dikarenakan adanya perubahan sistim penempatan dari mekanisme 

nomor urut menjadi suara terbanyak. Sehingga caleg perempuan harus 

bekerja extra keras untuk dapat bersaing dengan caleg laki-laki di 

dalam pemilihan umum.     

c. Aspek sosiocultural: Budaya patriarkhi yang telah mengakar pada 

masyarakat akan semakin sulit untuk di lawan, hal ini diperparah oleh 

hasil pemilu legislatif  yang komposisinya masih didominasi oleh 
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laki-laki, sehingga anggapan masyarakat bahwa dunia politik 

merupakan milik laki-laki akan sulit terbantahkan.    

Keseluruhan implikasi tersebut menunjukkan bahwa peluang 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif semakin kecil. Karena 

sehubungan dengan tidak terakomodirnya kebijakan affirmative action dan 

adanya perubahan sistem pemilu kedalam sistem perolehan suara terbanyak, 

serta masih mengakarnya budaya patriarkhi, perempuan mengalami 

hambatan yang yang cukup berat dalam proses pencalonannya menuju 

lembaga legislatif. 

2. Hukum Tata Negara Islam memandang bahwa Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang menyebabkan peluang keterwakilan perempuan di lembaga 

legislatif semakin kecil tidak sejalan dengan prinsip persamaan hak bagi laki-

laki dan perempuan untuk menyuarakan aspirasinya pada lembaga legislatif. 

Prinsip persamaan hak tersebut tercermin di dalam seruan Allah tentang amar 

ma’ru>f nahiy munkar dan musyawarah yang tidak dibedakan bagi laki-laki 

maupun perempuan. Oleh karena itu seyogyanya pada masa-masa mendatang 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diapresiasi dengan baik. Hal ini 

dilandaskan pada asas kemaslahatan bagi perempuan yang dipandang cukup 

jika keterlibatanya di dalam lembaga legislatif berada dalam kapasitas yang 

mencukupi sesuai kebutuhanya. Dan di Negara Indonesia kuota yang 

dianggap mencukup bagi keterwakilan perempuan adalan minimal 30%.       
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka berikut penulis tawarkan 

sejumlah solusi yang dapat dijadikan rekomendasi untuk membuka peluang 

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sehubungan dengan adanya upaya 

untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga tersebut:  

1. Meningkatkan akses bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan politik 

dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saingnya untuk menghadapi 

lawan-lawan politiknya. Sehingga perempuan mampu bertahan dengan 

kemampuanya sendiri, apapun sistem yang mungkin dihadapi pada masa-

masa mendatang. 

2. Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi tentang pentingnya 

keikutsertaan perempuan dalam perumusan kebijakan public kepada 

masyarakat. Sehingga berangsur-angsur budaya patriarkhi yang 

menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perempuan dapat 

berkurang. 

3. Tidak pernah lelah untuk turut serta memperjuangkan dan mengawal 

berbagai macam kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan 

perempuan.   
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